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Kata Pengantar

Dalam pandangan Ombudsman Republik Indonesia, hakikat penyeleng-
garaan pemerintahan yang baik (good governance) adalah pemberian pela-
yanan publik berkualitas kepada masyarakat. Negara/penyelenggara negara 
memiliki kewajiban memberi pelayanan kepada warganya sementara warga 
negara/masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan.

Laporan tahun 2009 ini memberi gambaran seberapa jauh negara telah 
melaksanakan kewajibannya dan pada sisi lain sebaik apakah masyarakat 
memperoleh haknya atas pelayanan tersebut. Melalui gambaran data kuan-
titatif dalam Laporan Tahunan ini, tampak bahwa masih terlihat bukan hanya 
kualitas pelayanan publik yang masih kurang, tetapi pemahaman penyeleng-
gara layanan publik terhadap kewajiban untuk memberi layanan berkualitas 
pun masih belum cukup dipahami. Oleh karena itu, menjadi tugas Ombuds-
man Republik Indonesia untuk meningkatkan pemahaman tentang kewajiban 
memberikan pelayanan berkualitas dari penyelenggara negara/pemerintahan 
sebagaimana pada saat yang sama merupakan hak bagi setiap warga negara 
yang telah memenuhi berbagai kewajibannya.

Laporan Tahunan 2009 ini memuat data yang dapat memberi petunjuk 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masa-masa mendatang.

Demikian Laporan Tahunan ini kami sajikan, untuk menjadi referensi kita 
semua.

Jakarta, Januari 2010

Ombudsman Republik Indonesia

Antonius Sujata
Ketua
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Fungsi dan tugas penyelengga-
raan negara pada hakikatnya adalah 
untuk memberikan ke sejahteraan 
bagi rakyat dalam rangka mewujud-
kan masyarakat adil dan makmur. 
Salah satu indikator kesejahteraan 
adalah pemberian pelayanan pu blik 
yang baik oleh penyelenggara nega-
ra kepada masyarakat. Menurut un-
dang-undang, masyarakat memiliki 
hak untuk memperoleh pelayanan 
yang sama dan adil dari penyeleng-
gara negara.

Berbagai survei yang dilaku-
kan lembaga dan media massa 
memberikan gambaran kepada kita 
bahwa penyelenggaraan pela yanan 
publik di Indonesia sejauh ini masih 
belum memenuhi harapan masyara-
kat. Oleh karena itu diperlukan lang-
kah konkret untuk mendorong per-
cepatan reformasi birokrasi melalui 
perbaikan pela yanan publik. Untuk 

mendorong hal tersebut peme rintah 
telah membentuk berbagai instru-
men  pendukung, antara lain adalah 
Ombudsman Republik Indonesia. 

Ombudsman Republik Indone-
sia sebagai lembaga pengawas pela-
yanan publik,  embrionya dibentuk 
pada tahun 2000 melalui Kepu tusan 
Presiden Republik Indonesia No-
mor 44 Tahun 2000 tentang Komisi 
Ombudsman Nasional, selanjutnya 
diperkuat dengan pengesahan Un-
dang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Repu blik Indo-
nesia pada tanggal 7 Oktober 2008. 
Pembentukan Ombudsman dilaku-
kan untuk merespons percepatan re-
formasi birokrasi, khususnya dengan 
memperbaiki kualitas pelayanan 
publik dalam rangka mewujudkan 
peme rintahan yang baik (good go-
vernance). Pela yanan publik se bagai 
fokus isu tugas dan wewenang pe-

Laporan Tahunan
Ombudsman Republik Indonesia

2009

Bab I
Pendahuluan

Ombudsman Republik Indonesia
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ngawasan Ombudsman merupakan 
sesuatu yang sangat  esensial karena 
proses pelayanan sebagai interaksi 
antara penyelenggara negara de-
ngan  masyarakat merupakan salah 
satu pintu masuk bagi terjadinya ko-
rupsi, kolusi dan ne potisme. 

Pemberlakuan Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 tidak hanya 
memberikan konse ku ensi peru-
bahan nama, tetapi lebih mendasar 
dari itu adalah seka ligus merupa kan 
penguatan status kelembagaan, tu-
gas, wewenang dan tanggung jawab 
Ombudsman.  Terdapat perubahan 
yang mendasar dalam UU Ombuds-
man RI. Tidak diguna kannya kata 
“Komisi” menegaskan bahwa Om-
budsman adalah lembaga negara 
yang permanen, bukan lagi lemba-
ga ad-hoc yang sifatnya sementara 
waktu.

Ombudsman juga mengalami 
pe nguatan status sebagai Lem-
baga Negara yang posisinya tidak 
lagi merupakan state auxiliary body. 
Obyek pengawasannya tidak ter-
batas pada Penyelenggara Negara, 
 Instansi Pemerintah Pusat dan Dae-
rah, tetapi  juga BUMN, BUMD, 
BHMN, bahkan badan Swasta/Indi-
vidu yang menjalankan tugas pela-
yanan publik tertentu dan da nanya 
sebagian atau seluruhnya bersum-
ber dari APBN/APBD. Rekomen-
dasi Ombudsman juga diberi predi-
kat “wajib dilaksanakan”, dengan 
demikian ia menjadi mengikat bagi 
pejabat atau lembaga penerima 
rekomendasi. Anggota Ombudsman 
beserta pe rangkatnya dalam men-
jalankan tugas dan kewena ngan di-
berikan hak  imunitas serta dijamin 
kebebasannya untuk me ngakses do-

kumen dan informasi, dapat melaku-
kan inspeksi mendadak, serta diberi-
kan kewenangan memanggil paksa 
(subpoena po wer). 

Selain menyelesaikan laporan 
melalui proses pemeriksaan atau in-
vestigasi, Ombudsman juga menye-
lesaikan laporan melalui me diasi dan 
konsiliasi atas permintaan para pi-
hak. Sebagai tindaklanjut akhir dari 
proses pemeriksaan atau investigasi 
Ombudsman diberikan kewena ngan 
untuk membuat Rekomendasi me-
ngenai pe nyelesaian Laporan, ter-
masuk Rekomendasi untuk mem-
bayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi 
kepada pihak yang dirugikan. Terkait 
dengan keluhan pelayanan publik 
yang me ngandung kerugian mate-
rial UU No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pela yanan Publik menambahkan 
satu kewenangan lagi bagi Ombuds-
man, yaitu melakukan ajudikasi khu-
sus. Pengesahan Undang-Undang 
Pelayanan Publik pada tahun 2009 
ini semakin memperkuat tugas, we-
wenang dan fungsi Ombudsman RI 
dalam menjalankan fungsi penga-
wasan terhadap pelayanan publik. 
Selain menambahkan kewenangan 
ajudikasi khusus, Undang-Undang 
Pelayanan Publik juga mewajib-
kan setiap unit-unit pelayanan un-
tuk menyusun standar pelayanan 
publik, bahkan untuk memastikan 
agar pelayanan pengawasan Om-
budsman semakin dekat kepada 
masyarakat, Undang-Undang ini 
mewajibkan pembentukan kantor-
kantor perwakilan Ombudsman di 33 
propinsi, paling lambat dalam waktu 
3 tahun.  

Di samping sejumlah wewenang 
di atas, Ombudsman juga memiliki 
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wewenang untuk menyampaikan 
saran kepada Pre siden, kepala dae-
rah, atau pimpinan Penyelenggara 
Negara lainnya guna perbaikan dan 
penyempurnaan organisasi dan/
atau prosedur pelayanan publik; 
serta menyampaikan saran kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 
Presiden, Dewan Perwakilan Rak-
yat Daerah dan/atau kepala daerah 
agar terhadap undang-undang dan 
peraturan perundang-undangan 
lainnya diadakan perubahan dalam 
rangka mencegah Maladministrasi.

Undang-undang No. 37 Tahun 
2008 tentang Ombudsman RI me-
ngamanatkan setidaknya 7 (tujuh) 
peraturan pelaksana, dari mulai 
Peraturan Pemerintah, Kepu tusan 
Presiden, Peraturan Presiden hingga 
Peraturan Ombudsman. Pada tahun 
2009 seluruh Rancangan Pe raturan 
Pemerintah (RPP) yang diamanat-
kan masih memasuki proses pemba-
hasan, beberapa diantara nya tinggal 
menunggu pengesahan Presiden.

RPP tentang Penghasilan, Uang 
Kehormatan, dan Hak-hak lain Ket-
ua, Wakil Ketua, dan Anggota Om-
budsman RI sudah melewati tahap 
pembahasan yang intensif dengan 
Departemen Keuangan. Adapun 
besaran angka renumerasi baru 
mendapat persetujuan dari Menteri 
Keuangan pada tanggal 8 Desem-
ber 2009. Posisinya saat ini sedang 
menunggu pengesahan dari Pre-
siden RI.

Sedangkan RPP tentang Sistem 
Manajemen Sumber Daya Manu-
sia masih berada pada tahap pem-
bahasan interdep. Pengesahannya 
terkendala karena memerlukan 

pembahasan intensif tentang sistem 
dan status kepegawaian yang akan 
diberlakukan untuk Staf dan Asisten 
Ombudsman RI. Posisi te rakhir 
di sepakati me ngadopsi sistem 
kepegawaian seperti yang ada pada 
Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Untuk pertimbangan efi siensi pem-
bahasan, direncanakan akan dilaku-
kan pe nggabungan dengan draft 
 Pe raturan Pemerintah tentang Pem-
bentukan Perwakilan Ombudsman 
Republik Indonesia.

 
Selain itu, Rancangan Kepu-

tusan Presiden (Keppres) tentang 
Panitia Seleksi Anggota Ombuds-
man Republik Indonesia telah disah-
kan Presiden tertanggal 10 Oktober 
2010 dengan Keputusan Presiden 
No 28 Tahun 2009 tentang Pemben-
tukan Panitia Seleksi. Adapun pro-
ses seleksi anggota Ombudsman be-
lum terlaksana karena sampai saat 
ini masih dalam proses pembahasan 
anggaran di Kemen terian Aparatur 
Negara. Dalam Keppres tersebut 
diatur bahwa biaya yang diperlukan 
untuk pelaksanaan tugas Panitia 
Seleksi dibebankan kepada Angga-
ran Kementerian Negara Pendaya-
gunaan Aparatur Negara.

Adapun Keputusan Presiden 
tentang pengangkatan Sekreta-
ris Jenderal Ombudsman RI telah 
mendapat pengesahan dari Pre siden 
melalui Keputusan Presiden No 7/M 
Tahun 2010 tertanggal 5 Ja nuari 
2010. Selain itu, Ranca ngan Per-
aturan Presiden (Perpres) tentang 
Sekretariat Jenderal masih dalam 
proses  pembahasan. 

Pada tanggal 25 Agustus 2009 
Ketua Ombudsman Republik In-
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donesia telah menandatangani 
 Pe raturan Ombudsman Republik In-
donesia No. 002 Tahun 2009 tentang 
Tata Cara Pemeriksaan dan Penyele-
saian Laporan. 

Selebihnya Peraturan Ombuds-
man RI tentang Asisten Ombuds-
man belum disahkan karena masih 
menunggu pengesahan ranca ngan 
Peraturan Pemerintah tentang 
Sistem Manajemen Sumber Daya 
Manusia dan Perwakilan Ombuds-
man di daerah guna penyesuaian 
dan sinkronisasi substansi.

Pada tahun 2009, Ombudsman 
RI juga telah menyusun strategi 
program untuk mendorong pe-
ningkatan kemampuan Ombuds-
man Republik Indonesia dalam pena-
nganan keluhan dan pengawasan 
pelayanan publik, peningkatan 
efektivitas sistem  pelayanan publik, 
pening katan kesadaran  masyarakat 
atas hak pelayanan publik serta pe-
nguatan kapasitas kelembagaan 
Ombudsman Repu blik Indonesia.

Dalam beberapa tahun men-
datang, diperkirakan Indonesia ma-
sih akan menghadapi permasalahan 
krusial terkait dengan praktik-prak-
tik perilaku koruptif dalam pela-
yanan publik, khususnya di lembaga 
penegak hukum, pemerintahan dae-
rah maupun Badan Pertanahan Na-
sional. Asumsi ini dibangun dengan 
melihat  tren angka indeks persepsi 
korupsi Indonesia yang pergerakan-
nya sangat tipis, dan kecenderu ngan 
komposisi laporan  masyarakat di 
Ombudsman RI mengenai pela-
yanan ketiga sektor tersebut yang 
cenderung stabil atau bahkan me-
ningkat. 

Oleh karena itu diperlukan 
pilihan-pilihan rencana strategis 
dengan mengambil fokus isu dan 
sasaran program yang dapat mem-
berikan multiple eff ect terhadap per-
cepatan reformasi birokrasi di Indo-
nesia.
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UU 37/2008 dan UU 25/2009

annual-report.corbel.indd   7annual-report.corbel.indd   7 23/06/2010   9:07:1823/06/2010   9:07:18



8

annual-report.corbel.indd   8annual-report.corbel.indd   8 23/06/2010   9:07:1823/06/2010   9:07:18



9

Bab II
Ombudsman Pasca Disahkannya 

UU 37/2008 dan UU 25/2009

Kelembagaan Ombudsman dalam 
UU 37/2008

Sejarah lembaga Ombudsman 
Indonesia diawali dengan terbitnya 
Keputusan Presiden Republik Indo-
nesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang 
Komisi Ombudsman Nasional. Salah 
satu penggagas terbentuknya Om-
budsman di Indonesia adalah Pre-
siden Republik Indonesia ke-4 yaitu 
(Alm.) KH. Abdurrahman Wahid atau 
yang lebih dikenal dengan sebu-
tan Gus Dur, sehingga beliau dapat 
dikatakan sebagai founding father 
Ombudsman di Indonesia. Bersama 
dengan Marzuki Darusman, Jaksa 
Agung RI pada masa itu, dan Anto-
nius Sujata, mantan Jaksa Agung 
Muda Pidana Khusus, dilakukan 
pembahasan yang pada ak hirnya 
melahirkan Keputusan Pre siden No-
mor 44 Tahun 2000 tentang Komisi 
Ombudsman Na sional pada tang-
gal 20 Maret 2000. Tanggal tersebut 
juga menjadi tanggal bersejarah 
bagi lahirnya lembaga Ombudsman 
di Republik Indonesia.

Pembentukan Lembaga Om-
budsman dilatarbelakangi alasan 
bahwa fungsi dan tugas penye-
lenggara negara pada hakikatnya 
adalah mewujudkan kesejahteraan 
bagi masyarakat dan masyarakat 
memiliki hak untuk memperoleh 
pelayanan yang sama dan adil oleh 
penyelenggara negara. Dalam prak-
tek banyak sekali ditemukan pe-
nyimpangan: penyelenggara negara 
tidak melayani tetapi minta dilayani, 

rakyat menjadi objek/menjadi kor-
ban, tidak ada tolok ukur yang jelas 
mengenai pemberian pelayanan 
publik. Dengan demikian pelaksa-
naan pelayanan oleh penyelenggara 
negara perlu diawasi untuk mence-
gah terjadi nya pe nyimpangan. Di 
sisi lain a lasan utama pembentukan 
lembaga Ombudsman pada masa 
itu adalah adanya desakan masyara-
kat yang menginginkan terjadinya 
peru  ba han (reformasi) untuk mewu-
judkan pemerintahan yang bersih 
dan berwibawa, serta bebas dari Ko-
rupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

Tugas Komisi Ombudsman 
Na sional ketika itu selain melaku-
kan pengawasan pelayanan juga 
me nyiapkan konsep  rancangan 
undang-undang tentang Ombuds-
man. Saat itu, diperkirakan dalam 
waktu dua atau tiga tahun undang-
undang Ombudsman sudah dapat 
disahkan, atau dengan kata lain sifat 
kelembagaan Komisi Ombudsman 
Nasional merupakan lembaga tran-
sisi sebelum nantinya diatur oleh 
Undang-undang.

Namun sejalan dengan 
perkemba ngan waktu, arah perjala-
nan politik Indonesia mengalami be-
berapa perubahan. Presiden Abdur-
rahman Wahid yang mendorong ter-
bentuknya Ombudsman hanya me-
megang pemerintahan dalam waktu 
yang tidak lama dan digantikan oleh 
Wakil Presiden Megawati. Peru  bah-
an politik di pemerintahan tersebut 
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berdampak terhadap proses pem-
bahasan undang-undang Ombuds-
man menjadi tertunda. Meskipun 
kala itu Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPR RI) telah 
menetapkan Ranca ngan Undang-
Undang Ombudsman (RUU) se-
bagai RUU inisiatif, bahkan dikuat-
kan dengan adanya rekomendasi 
Majelis Permus yawaratan Rakyat 
(MPR) yang tertuang dalam Kete-
tapan MPR Nomor: VIII/MPR/2001, 
RUU Ombudsman belum menunjuk-
kan perkembangan yang signifi kan. 
Sampai pe riode pemerintahan Pre-

donesia  antara pemerintah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dimana Komisi Ombuds-
man Nasional termasuk dalam Tim 
Pemerintah.  Pembahasan Ranca-
ngan Undang-Undang Ombudsman 
ini memakan waktu kurang lebih 
tiga tahun. Pada awal tahun 2008 
dimulailah pembahasan intensif di 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia hingga bulan Septem-
ber 2008, dan akhirnya Dewan Per-
wakilan Rak  yat Republik Indonesia 
mengesahkannya menjadi Undang-
Undang.

Ada beberapa perbedaan men-
dasar kelembagaan Ombudsman 
setelah disahkannya UU 37/2008 
dibandingkan dengan Kepu tusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
44 Tahun 2000. Pasal 1 UU 37/2008 
menegaskan bahwa Ombudsman 
adalah Lembaga Ne gara yang mem-
punyai kewena ngan mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan pu-
blik yang diselenggarakan oleh Pe-

siden Megawati berakhir, Amanat 
Presiden sebagai bagian dari proses 
pembahasan RUU Ombudsman di 
DPR RI tidak kunjung terbit.

Pada tahun 2004 Presiden Susi-
lo Bambang Yudhoyono terpilih se-
bagai Presiden Republik Indonesia 
dan setahun kemudian dimulailah 
pembahasan Rancangan Undang-
Undang Ombudsman Republik In-

Diagram Perjalanan Pembahasan RUU Ombudsman RI
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tangan kekuasaan lainnya. Hal ini 
menunjukkan bahwa Ombudsman 
Republik Indonesia merupakan lem-
baga pengawasan eksternal yang 
independen. Bentuk tanggung ja-
wab Ombudsman terwujud dalam 
la poran berkala yang disampaikan 
kepada Presiden dan Dewan Per-
wakilan Rakyat, serta dapat diakses 
oleh seluruh masyarakat.

Pengesahan Undang-Undang No. 
37 Tahun 2008 tentang Ombuds-
man Republik Indonesia merupa-

kan terobosan cukup revolusioner 
dan inovatif dalam sistem peme-
rintahan Indonesia. Pejabat negara 
atau atasannya yang melakukan 
penyimpangan (maladministrasi) 
dan menerima Rekomendasi dari 
Ombudsman wajib melaksanakan 
Rekomendasi tersebut.  Apabila 
Rekomendasi tidak dipatuhi maka 

nyelenggara Negara dan pemerin-
tahan maupun oleh BUMN, BUMD, 
dan BHMN serta badan swasta atau 
perseora ngan yang diberi tugas me-
nyelenggarakan pelayanan publik 
tertentu yang sebagian atau seluruh 
da nanya bersumber dari APBN dan/
atau APBD. Secara otomatis nama 
kelembagaan yang sebelumnya 
yaitu Komisi Ombudsman Nasional 
berganti menjadi Ombudsman Re-
publik Indonesia. Dengan demikian 
bentuk kelembagaan Ombudsman 
tidak lagi sekedar sebuah lembaga 

ad hoc melainkan menjadi sebuah 
lembaga negara yang akan terus ada 
untuk melakukan tugas dan fungsi-
nya mengawasi pelayanan publik.

Ombudsman tidak memiliki 
hubungan organik dengan lembaga 
negara dan instansi pemerintahan 
lainnya, serta bebas dari campur 

Pembacaan Pandangan Akhir Panitia Kerja Pembahasan RUU Ombudsman dalam Rapat 
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

 tanggal 9 September 2009
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Selain tugas menerima laporan 
dari masyarakat atas dugaan malad-
ministrasi dan melakukan investiga-
si lapangan, Ombudsman juga me-
miliki kewenangan untuk melaku-
kan investigasi atas prakarsa sendiri 
(own-motion investigation) terhadap 
dugaan Maladministrasi dalam pe-
nyelenggaraan pelayanan pu blik. 
Ombudsman dapat melakukan 
pemeriksaan tanpa pemberitahuan 
terlebih dahulu kepada instansi yang 
dilaporkan, dan pihak yang mengha-
langi Ombudsman dalam melakukan 
peme riksaan dapat dikenai sanksi 
pidana. Apabila hasil investigasi 
ditemukan adanya maladministrasi, 
dan pihak instansi Terlapor tidak 
berupaya memperbaikinya sendiri 
(self-correction), maka Ombudsman 
akan menyusun Rekomendasi yang 
wajib dilaksanakan. 

Untuk kasus-kasus tertentu 
Ombudsman juga diberi wewenang 
untuk menyelesaikannya dengan 
cara mediasi dan/atau konsiliasi agar 
memperoleh pen yelesaian yang 
sama-sama menguntungkan pihak 
(win-win solution). Oleh karena itu 
keluhan mengenai pela yanan pu-
blik seyogyanya dapat selesai me-
lalui mediasi dan konsiliasi sehingga 
Ombudsman tidak perlu sampai 
mengeluarkan Rekomendasi. Ke-
wenangan mediasi dan konsiliasi ini 
menempatkan Ombudsman sebagai 
lembaga yang menjadi bagian dari 
sistem pe nyelesaian sengketa alter-
natif (Alternative Dispute Resolution ) 
untuk kasus-kasus pelayanan publik. 

Selain kewenangan mediasi dan 
konsiliasi, Ombudsman RI juga ber-
wenang melakukan systemic review  
terhadap kebijakan pelayanan pu-
blik. Pasal 8 ayat 2 Undang Undang 

pejabat atau atasan pejabat terse-
but dapat dikenakan sanksi adminis-
tratif sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. De ngan 
demikian Ombudsman tidak hanya 
menjadi lembaga pemberi penga-
ruh (ma gistrature of infl uence) me-
lainkan sebuah lembaga pemberi 
sanksi (ma gistrature of sanction) 
dengan adanya Rekomendasi yang 
bersifat mengikat secara hukum 
(legally binding) dan tidak lagi bersi-
fat mengikat secara moral (morally 
binding).

Pengertian maladministrasi se-
suai Pasal 1 angka 3 dalam Undang-
Undang Ombudsman Re   pu blik Indo-
nesia adalah:

Perilaku atau perbuatan mela-
wan hukum, melampaui wewenang, 
menggunakan wewenang untuk tu-
juan lain dari yang menjadi tujuan 
wewenang tersebut, termasuk ke-
lalaian atau pengabaian kewajiban 
hukum dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik yang dilakukan oleh 
Pe nyelenggara Negara dan pemerin-
tahan yang menimbulkan kerugian 
materiil  dan/atau immateriil bagi 
masyarakat dan orang perseorangan.

Dalam menangani laporan, 
Ombudsman memiliki kewenangan 
untuk melakukan pemanggilan, dan 
jika pihak yang ingin didengar ke-
terangannya tidak kooperatif maka 
dapat dihadirkan secara paksa de-
ngan bantuan pihak Kepolisian. Om-
budsman juga diberikan hak imuni-
tas, artinya tidak dapat ditangkap, 
ditahan, diinterogasi, dituntut, atau 
digugat di muka pe ngadilan se-
lama melaksanakan tugas dan we-
wenangnya sesuai Undang-Undang. 
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Nomor 37 Tahun 2008 menyatakan 
bahwa Ombudsman juga dapat me-
nyampaikan saran kepada Pre siden, 
Kepala Daerah, atau pimpinan Pe-
nyelenggara Negara guna perbaikan 
dan penyempurnaan organisasi 
dan/atau prosedur pelayanan pu blik. 
Menyampaikan saran kepada De-
wan Perwakilan Rakyat dan/atau 
Presiden, Dewan Perwakilan Rak-
yat Daerah dan/atau Kepala Daerah 
agar terhadap undang-undang dan 
peraturan perundang-undangan 
lainnya diadakan perubahan dalam 
rangka mencegah maladministrasi.

Struktur organisasi yang diatur 
dalam Undang-Undang setidaknya 
menyebutkan bahwa Ombuds-
man terdiri dari 9 (sembilan) orang 
termasuk Ketua dan Wakil Ketua 
yang dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat berdasarkan calon yang diu-
sulkan oleh Presiden. Ketua, Wakil 
Ketua, dan Anggota Ombudsman 
memegang jabatan selama masa 
5 (lima) tahun dan dapat dipilih 
kembali hanya 1 (satu) kali masa ja-
batan. Anggota Ombudsman dalam 
menjalankan tugasnya dibantu oleh 
Asisten Ombudsman, yang diang-
kat dan diberhentikan oleh Ketua 
Ombudsman berdasarkan persetu-
juan Rapat Anggota Ombudsman. 
Selain itu, dalam rangka melak-
sanakan koordinasi dukungan teknis 
admi nistrasi bagi Ombudsman dan 
Asisten Ombudsman dalam men-
jalankan fungsi dan kewena ngannya 
Ombudsman dibantu sebuah sekre-
tariat yang dipimpin oleh seorang 
Sekretaris Jenderal yang diangkat 
oleh Pre siden. 

Mengingat banyaknya pe-
nyimpangan yang terjadi dalam pe-
nyelenggaraan pelayanan publik 

di daerah, maka Undang-Undang 
mengamanatkan pembentukan per-
wakilan Ombudsman di Provinsi, Ka-
bupaten dan/atau Kota. Perwakilan 
Ombudsman di daerah adalah ba-
gian dari Ombudsman Republik In-
donesia dan dipimpin oleh seorang 
Kepala Perwakilan. Ketentuan yang 
berlaku bagi Ombudsman Republik 
Indonesia  secara mutatis mutan-
dis berlaku bagi Kantor Perwakilan. 
Dalam menjalankan tugasnya Ke-
pala Perwakilan dibantu oleh Asisten 
Ombudsman.

Peraturan pelaksanaan sesuai 
amanat UU No. 37 Tahun 2008

Undang Undang Nomor 37 Ta-
hun 2008 tentang Ombudsman Re-
publik Indonesia mengamanatkan 7 
(tujuh) peraturan pelaksanaan, yakni 
Peraturan Pemerintah, Pe raturan 
Presiden, Keputusan Pre siden, dan 
Peraturan Ombudsman. Ketujuh 
perangkat pelaksanaan peraturan 
tersebut adalah sebagai berikut:

1.  Peraturan Pemerintah tentang 
Manajemen Sumber Daya Ma-
nusia (Pasal 13 ayat 5)

2.  Peraturan Pemerintah tentang 
Pembentukan Perwakilan Om-
budsman Republik Indonesia di 
daerah (Pasal 5 ayat 3)

3. Peraturan Pemerintah tentang 
Penghasilan, Uang Kehormatan 
dan Hak lain Ketua, Wakil Ke tua 
dan Anggota Ombudsman Re-
publik Indonesia (Pasal 18)

4.  Keputusan Presiden tentang 
Panitia Seleksi Anggota Om-
budsman Republik Indonesia 
(Pasal 15 ayat (1))

5. Peraturan Presiden tentang  
Sekretariat Jenderal Ombuds-
man Republik Indonesia (Pasal 
13 ayat 4)
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6.  Peraturan Ombudsman tentang 
Tata Cara Pemeriksaan dan Pe-
nyelesaian Laporan (Pa sal 41)

7. Peraturan Ombudsman tentang 
Tata Cara Pengangkatan dan 
Pemberhentian  Asisten (Pasal 
12 ayat (3))

Rancangan perangkat pelak-
sanaan telah diselesaikan oleh Om-
budsman dan beberapa diantaranya 
telah ditetapkan antara lain:

Peraturan Pemerintah. Sampai 
saat ini seluruh Rancangan  Pe raturan 
Pemerintah (RPP) yang diamanat-
kan masih memasuki pro ses pemba-
hasan, beberapa diantara nya tinggal 
menunggu penetapan Presiden, se-
bagai berikut:

1. RPP tentang Penghasilan, Uang 
Kehormatan, dan Hak-hak lain 
Ketua, Wakil Ketua, dan Ang-
gota Ombudsman Republik 
Indonesia sudah melewati ta-
hap pembahasan yang inten-
sif dengan Kementerian Keu-
angan. Adapun besaran angka 
remunerasi baru mendapat 
persetujuan dari Menteri Keu-
angan pada tanggal 8 Desem-
ber 2009. Posisinya saat ini se-
dang menunggu penetapan dari 
Presiden RI.

2. RPP tentang Sistem Manaje-
men Sumber Daya Manusia 
penetapannya terkendala kare-
na memerlukan pembahasan in-
tensif tentang sistem dan status 
kepegawaian yang akan diber-
lakukan untuk Staf dan Asisten 
Ombudsman Republik Indone-
sia. Posisi terakhir masih dalam 
pembahasan antar departemen 
terutama mengenai status PNS 

dan non-PNS. Untuk pertim-
bangan efi siensi pembahasan, 
direncanakan akan dilakukan 
penggabungan dengan draft 
Peraturan Peme rintah tentang 
Pembentukan Perwakilan Om-
budsman Republik Indonesia. 

Keputusan Presiden dan 
Peraturan Presiden. Rancangan 
Keputusan Presiden (Keppres) ten-
tang Panitia Seleksi Anggota Om-
budsman Republik Indonesia telah 
ditetapkan Presiden tertanggal 10 
Oktober 2010 dengan Keputusan 
Presiden No 28 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Panitia Seleksi. Pro-
ses seleksi anggota Ombudsman 
belum terlaksana karena sampai 
saat ini masih dalam proses pem-
bahasan anggaran di Kementerian 
Aparatur Negara. Dalam Keppres 
tersebut diatur bahwa biaya yang 
diperlukan untuk pelaksanaan tugas 
Panitia Seleksi dibebankan kepada 
Anggaran Kementerian Ne gara Pen-
dayagunaan Aparatur Ne gara. Ada-
pun Keputusan Presiden tentang pe-
ngangkatan Sekretaris Jenderal Om-
budsman Republik Indonesia telah 
mendapat penetapan dari Presiden 
melalui Keputusan Presiden No 7/M 
Tahun 2010 tertanggal 5 Januari 
2010. 

Peraturan Ombudsman. Pada 
tanggal 25 Agustus 2009 Ketua Om-
budsman Republik Indonesia telah 
menandatangani Peraturan Om-
budsman Republik Indonesia No.002 
Tahun 2009 tentang Tata Cara Peme-
riksaan dan Penyele saian Laporan. 
Adapun Peraturan Ombudsman 
Republik Indonesia tentang Asisten 
Ombudsman sudah diselesaikan 
namun belum ditetapkan karena 
masih menunggu penetapan ranca-

annual-report.corbel.indd   14annual-report.corbel.indd   14 23/06/2010   9:07:2223/06/2010   9:07:22



15

ngan Peraturan Peme rintah tentang 
Sistem Manajemen Sumber Daya 
Manusia dan Perwakilan Ombuds-
man di daerah guna penyesuaian 
dan sinkronisasi substansi.

Ombudsman menyadari pen-
tingnya payung hukum dalam men-
jalankan amanat Undang-undang. 
Secara internal penyusunan draft 
Rancangan Peraturan Organik UU 
37 Tahun 2008 telah selesai disusun 
Ombudsman Republik Indonesia 
dalam waktu yang relatif singkat 
tanpa kendala berarti. Namun kare-
na sebagian besar perangkat organik 
kewenangan pene t apannnya berada 
pada institusi lain di luar Ombuds-
man maka ini menyebabkan target 
penyelesaiannya sangat tergantung 
pada  responsivitas berbagai institusi 
yang terkait. Hal ini menjadi kendala 
belum selesainya perangkat organik 
UU No. 37 Tahun 2008 tentang Om-
budsman Repu blik Indonesia.

Adanya perbedaan pen de-
katan dan cara pandang khususnya 
Kemen terian Keuangan dan Ke-
menterian Pendayagunaan Apara-
tur Negara mengenai fi losofi  renu-
merasi serta sistem kepegawaian 
untuk mendukung efektivitas dan 
independensi Ombudsman Repu blik 
Indonesia, juga menjadi salah satu 
penyebab berlarut-larutnya proses 
pembahasan RPP tentang Sistem 
Manajemen Sumber Daya Manusia 
dan RPP tentang Penghasilan,Uang 
Kehormatan dan Hak lain Ketua, 
Wakil Ketua dan Anggota Ombuds-
man Republik Indonesia.

Kelembagaan Ombudsman dalam 
UU 25/2009

Undang-undang Pelayanan  Pu blik 
semakin memperkuat fungsi, tugas, 

serta kedudukan Ombudsman Re-
publik Indonesia. Tidak kurang dari 
25 (dua puluh lima) kali kata Om-
budsman disebut dalam Undang-
Undang Pelayanan Publik. Bab VII 
bagian kedua Pasal 46 ayat (1) sam-
pai  dengan ayat (7) Undang-Undang 
Pelayanan Publik seluruhnya secara 
khusus mengatur tentang penyele-
saian pengaduan oleh Ombudsman. 

Sejalan dengan Undang-Un-
dang Ombudsman Republik Indo-
nesia, Undang-Undang Pelayanan 
Publik bahkan mewajibkan pem-
bentukan Perwakilan Ombudsman 
di tingkat Provinsi dan/atau Kabu-
paten/Kota yang bersifat hierarkis 
untuk mendukung tugas dan fungsi 
Ombudsman dalam pelayanan pu-
blik paling lambat 3 (tiga) tahun se-
jak Undang-Undang Pelayanan Pu-
blik disahkan. 

Undang-undang Pelayanan Pu-
blik juga memperkuat status Reko-
mendasi atau keputusan Ombuds-
man sehingga nantinya penyeleng-
gara pelayanan publik tidak lagi 
dapat mengabaikannya. Bahkan 
laporan pidana atas pe nyelenggara 
pela yanan publik yang sedang di-
proses tidak menghapus kewajiban 
penyelenggara untuk melaksanakan 
Rekomendasi atau keputusan Om-
budsman (Pasal 53 ayat (2)).

Sebagaimana yang telah dise-
butkan sebelumnya Undang-undang 
Ombudsman Republik Indonesia me-
nyatakan Ombudsman berwenang 
menyelesaikan laporan melalui me-
diasi dan konsiliasi atas permintaan 
para pihak. Di sisi lain, pasal 50 ayat 
(5) Undang-undang Pelayanan Pu-
blik menyatakan dalam hal penyele-
saian ganti rugi Ombudsman dapat 
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melakukan mediasi, konsiliasi dan 
ajudikasi khusus. Ajudikasi adalah 
proses  pe   n yelesaian sengketa pela-
yanan pu blik antara para pihak yang 
diputus oleh Ombudsman. 

Undang-undang Pelayanan Pu-
blik juga menyatakan secara khusus 
mengenai jenis sanksi administrasi 
termasuk sanksi pembekuan misi 
dan/atau ijin yang diterbitkan oleh 
instansi peme rintah, serta penca-
butan ijin yang diterbitkan oleh 
instansi pemerintah. Dengan ke-
wenangan yang begitu kuat diharap-
kan Ombudsman menjadi salah satu 
lembaga negara yang mempunyai 
fungsi strategis dalam mendorong 
terwujudnya pemerintahan yang 
baik dan bersih. 

Cara Penyampaian Laporan
Setiap warga negara dan pen-

duduk, baik yang tinggal di wilayah 
Negara Republik Indonesia maupun 
yang tidak, berhak menyampai-
kan laporan kepada Ombudsman. 
Sepanjang laporan yang disampai-
kan mengenai tindakan penyimpa-
ngan yang mengakibatkan buruknya 
kualitas pelayanan umum. 

Laporan dapat disampaikan 
secara tertulis dalam bentuk su-
rat yang dialamatkan ke kantor 
Ombudsman maupun Perwakilan 
Ombudsman dengan menjelas-
kan kronologi permasalahan, dan 
tidak harus menggunakan bahasa 
hukum. Laporan juga bisa disam-
paikan dengan mendatangi kantor 
Ombudsman sehingga memung-
kinkan Pelapor untuk mengemu-
kakan keluhannya secara lisan dan 
berkonsultasi dengan Asisten Om-

budsman. Cara lain yang bisa di-
lakukan oleh masyarakat dalam 
menyampaikan laporan adalah me-
lalui faksmili, telepon, serta e-mail. 
Namun demikian mengingat  adanya 
keterbatasan dalam penyampaian 
laporan tersebut, biasanya Ombuds-
man selalu mendorong masyarakat 
untuk dapat menyampaikan laporan 
secara tertulis guna kelengkapan ad-
ministrasi dalam rangka memenuhi 
persyaratan formal yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008.

Seleksi Substansi Laporan 
Laporan yang sudah memenuhi 

persyaratan formal selanjutnya di-
daftarkan dan disampaikan kepada 
Ketua Ombudsman untuk menen-
tukan Asisten yang menangani. Se-
lanjutnya Asisten Ombudsman akan 
melakukan seleksi substantif untuk 
mengetahui lebih lanjut apakah 
laporan termasuk wewenang Om-
budsman atau bukan. Jika laporan 
tersebut dirasakan masih memerlu-
kan data lebih lanjut, maka Asisten 
akan meminta Pelapor untuk me-
lengkapi laporannya. Jika substan-
sinya merupakan wewenang Om-
budsman, maka Asisten Ombuds-
man beserta Anggota Ombudsman 
yang ditunjuk sebagai pengawas 
pena nganan laporan akan mene-
laah lebih dalam tentang substansi 
laporan dimaksud, termasuk me-
rencanakan kegiatan investigasi la-
pangan bila diperlukan. Selanjutnya 
Asisten Ombudsman akan mengaju-
kan Permohonan Klarifi kasi atau 
membuat Rekomendasi yang selan-
jutnya akan dikirim kepada Terlapor 
setelah mendapat persetujuan dari 
Ketua Ombudsman. 
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Laporan yang bukan kewe-
na ngan Ombudsman. Apabila 
setelah Ombudsman meneliti dan 
didapati bahwa laporan bukan ter-
masuk kewenangan Ombudsman, 
maka Asisten membuat konsep su-
rat kepada Pelapor untuk menjelas-
kan bahwa laporan yang dilaporkan 
bukan kewenangan. Setiap konsep 
yang dibuat Asisten muda akan di-
periksa oleh Asisten Senior yang 
kemudian disampaikan kepada Om-
budsman dan/atau Ketua Ombuds-
man untuk meminta pengesahan. 

Monitoring Tindak Lanjut Om-
budsman. Apabila Permintaan Kla-
rifi kasi Ombudsman mendapat tang-
gapan dari Terlapor, maka Asisten 
yang menangani laporan tersebut 
akan mempelajari apakah Terlapor 
sudah memberi jawaban sesuai de-
ngan ketentuan perundangan yang 
berlaku (14 hari). Apabila masih di-
anggap perlu untuk kedua kalinya 

Ombudsman mengirim balasan 
guna mendapat kejelasan lebih lan-
jut kepada Ter lapor. Bilamana dalam 
jangka waktu yang ditentukan Ter-
lapor belum memberikan tanggapan 
maka Ombudsman dapat langsung 
me ngirim klarifi kasi kedua. Terlapor 
yang tidak memberikan tanggapan 
atas klarifi kasi kedua Ombudsman 
dianggap tidak menggunakan hak 
untuk menja wab dan berdasarkan 
kewenangan yang ada sesuai Un-
dang-Undang maka Ombudsman 
dapat mengeluarkan Rekomendasi 
yang wajib dilaksanakan oleh Ter-
lapor dan/atau atasan Terlapor. Jika 
hal tersebut juga tidak diperhatikan 
oleh Terlapor, maka Ombudsman 
dapat menempuh mekanisme pe-
nyampaian hasil investigasi menge-
nai buruknya pelayanan instansi ter-
tentu kepada media serta memberi-
kan laporan khusus kepada Presiden 
dan Dewan Perwakilan Rakyat agar 
mendapat tindak lanjut.
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Bab III 
Kinerja Penanganan Laporan
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Bab III 
Kinerja Penanganan Laporan

Laporan Masyarakat
Pelaksanaan tugas pengawasan 

penyelenggaraan pelayanan pu blik 
oleh Ombudsman dilakukan de-
ngan tahapan menerima laporan 
 masyarakat tentang maladminis-
trasi atau melakukan investigasi 
atas prakarsa sendiri. Selain itu guna 
perbaikan dan penyempurnaan 
orga nisasi atau prosedur pelayanan 
pu blik Ombudsman juga berwe-
wenang melakukan kajian secara 
sistemik (systemic review). 

Jumlah laporan yang diterima 
Ombudsman selama tahun 2009 

mengalami peningkatan signifi kan 
dibanding tahun-tahun sebelumnya. 
Hal ini disebabkan sosialisasi yang 
dilakukan oleh Ombudsman dan se-
makin meningkatnya pemahaman 

masyarakat tentang pen tingnya 
pengawasan pelayanan publik. 
Hingga akhir tahun 2009 laporan 
yang telah masuk ke Ombudsman 
sebanyak 1.237 (seribu dua ratus 
tiga puluh tujuh) atau mengalami 
pe ningkatan sebesar 17,26% diban-
dingkan tahun 2008.

Data Pelapor
Kategori pelapor terbanyak 

di sampaikan oleh Perorangan/ 
Korban Langsung yaitu 772 la poran 
(62,41%). Jumlah tersebut jauh 
lebih besar dibandingkan dengan 
ka tegori lainnya, seperti melalui 

Kuasa Hukum 157 laporan (12,69%),  
Kelompok Masyarakat sebanyak 95 
laporan (7,68%), Lembaga Swadaya 
Masyarakat 89 laporan (7,19%) dan 
Keluarga  Korban 63 laporan (5,09%). 

Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Klasifi kasi Pelapor
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Selain tersebut di atas, terdapat be-
berapa kualifi kasi Pe lapor dengan 
jumlah presentase kurang dari 5%. 
Diantaranya adalah Badan Hukum 
seba nyak 0,57% atau 7 la poran, 
lembaga bantuan hukum 7 laporan 
(0,57%), Organisasi Profesi seba-
nyak 3 la poran (0,24%) dan Instansi 
peme rintah sebanyak 3 la poran 
(0,24%) dari jumlah keselu ruhan. 
Ombudsman juga melakukan in-
vestigasi atas prakarsa sendiri (own-
motion investigation) seba nyak 41 
laporan (3,31%) yang bersumber dari 
Media atau sumber lainnya.

Mekanisme penyampaian    la poran
Seperti periode sebelumnya, 

kebanyakan pelapor menyampaikan 
keluhannya melalui surat dan datang 
langsung (walk-in). Seba nyak 504 
laporan (55,53%) disampaikan me-
lalui surat, sedangkan sebanyak 411 
laporan (37,63%) di sampaikan me-
lalui datang langsung (walk-in). Un-
tuk laporan yang disampaikan me-
lalui fax 25 laporan (2,29%), melalui 
telepon sebanyak 5 laporan (0,47%) 
serta internet menyumbang 4 la-
poran (0,37%). Se dangkan laporan 
yang bersumber dari Media seba-
nyak 43 laporan (3,94%).

Laporan masyarakat berdasarkan 
asal daerah

Hingga akhir tahun 2009 jum-
lah pelapor terbanyak adalah ber-
asal dari Provinsi DKI Jakarta, yaitu 
sebanyak 295 laporan (23,85%), dii-
kuti Provinsi Jawa Barat seba nyak 
154 laporan (12,45%), Provinsi Su-
matera Utara 139 la poran (11,24%), 
Provinsi Jawa Timur 135 laporan 
(10,91%), Provinsi Nusa Tenggara 
Timur 122 laporan (9,86%), Provinsi 
Jawa Tengah 100 laporan (8,08%), 
dan Provinsi DI Yogyakarta 65 lapo-
ran (5,25%). 

Data Terlapor
Instansi yang terbanyak di-

laporkan adalah Pemerintah Dae-
rah sebanyak 302 laporan (24,41%). 
Di ikuti oleh Kepolisian sebanyak 
288 laporan (23,28%), Lembaga 
Pera dilan sebanyak 146 laporan 
(11,80%), Badan Perta nahan Na-
sional 120 laporan (9,70%),  Instansi 
Peme rintah (Departemen dan Ke-
menterian) sebanyak 118 (9,54%), 
BUMN/BUMD sebanyak 73 laporan 
(5,90%) dan Kejaksaan sebanyak 68 
laporan (5,50%). 

Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan 
Mekanisme Penerimaan Laporan
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Kecenderungan peningkatan 
jumlah keluhan terhadap pela yanan 
pemerintah daerah sudah terlihat 
pada akhir tahun 2008. Gejala ini 
cukup menarik, karena pada  ta-
hun-tahun sebelumnya peringkat 
pertama instansi yang dilaporkan  
 masyarakat adalah Kepolisian. Na-
mun demikian bukan berarti la-
poran masyarakat kepada instansi 
Kepolisian me ngalami pengura ngan 
karena secara kuantitatif jumlahnya 
relatif sama dan bahkan cenderung 
meningkat juga. Ada nya kecende-
rungan perubahan ini  menunjukkan 
bahwa trend instansi yang dilapor-
kan oleh masyarakat mulai menga-
lami perubahan sedikit demi sedikit, 
dari pelayanan penegakan hukum 
ke pelayanan administrasi pemerin-
tahan.

                        
Daerah Instansi Terlapor

DKI Jakarta menempati pe-
ringkat teratas dengan selisih per-
bandingan yang sangat signifi kan 

dibandingkan dengan daerah lain-
nya. Jumlah laporan masyarakat ter-
hadap instansi yang berada di DKI 
Jakarta adalah 407 laporan (32,90%). 
Sumatera Utara me nempati pe-
ringkat selanjutnya de ngan jumlah 
129 laporan (10,43%), disusul Nusa 
Tenggara Timur me nempati urutan 
ketiga dengan 126 laporan (10,19%), 
Jawa Barat 112 laporan (9,05%), dan 
Jawa Timur sebanyak  111 laporan 
(8,97%). 

Fakta ini pada dasarnya tidak 
serta merta menunjukkan bahwa 
permasalahan pelayanan publik 
hanya terjadi di provinsi-provinsi 
tertentu. Pelapor yang terbanyak 
memang berasal dari daerah-daerah 
dimana terdapat kantor Ombuds-
man dan Perwakilan Ombudsman 
serta daerah yang masyarakatnya 
sudah banyak memahami tentang 
Ombudsman. Sesuai mandat Un-
dang-Undang Pelayanan Pu blik, 
Ombudsman diwajibkan mem-

Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Asal Daerah Pelapor
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bentuk perwakilan di tiap provinsi 
dan/atau kabupaten/kota dalam 
waktu 3 (tiga) tahun. Diharapkan 
setelah seluruh kantor Perwakilan 
dapat terbentuk maka masyarakat 
lebih termotivasi untuk menyam-
paikan keluhannya terhadap penye-
lenggaraan pelayanan publik di dae-
rahnya. Meski demikian, pembentu-
kan kantor Perwakilan Ombudsman 
bukan hal yang mudah mengingat 
minimnya sumber daya manusia di 
daerah yang memahami tentang 
ke-Ombudsman-an (Ombudsman-
ship). Jika tidak dipersiapkan dengan 
baik, maka kantor Perwakilan yang 
terbentuk bisa berjalan tidak efektif 
dan efi sien dalam menjalankan tu-
gas dan wewenangnya.

Substansi Laporan Masyarakat
Sebagaimana periode sebe-

lumnya substansi laporan yang 
pa ling banyak disampaikan oleh 

 masyarakat kepada Ombudsman 
adalah penundaan berlarut (undue 
delay) sebanyak 593 (47,94%).  Dii-
kuti substansi Penyalahgunaan We-
wenang dengan jumlah 264 laporan 
(21,34%), Keberpihakan sebanyak 
106 laporan (8,57%), Penyimpangan 
Prosedur 86 laporan (6,95%), Tidak 
Kompeten 70 la poran (5,66%), Per-
mintaan Uang, Barang dan Jasa 56 
laporan (4,53%), Tidak Memberikan 
Pela yanan 41 laporan (3,31%) dan 
tindakan Tidak Patut yang dilakukan 
oleh pejabat sebanyak 21 laporan 
(1,70%).

Banyaknya laporan masyara-
kat mengenai penundaan berlarut 
(undue delay) menunjukkan masih 
lemahnya kualitas pelayanan publik 
yang dilakukan penyelenggara ne-
gara, khususnya dalam aspek waktu 
pemberian layanan. Hal ini pada 
dasarnya merupakan perilaku ko-

Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor

Instansi Pemerintah (Departemen dan Kementerian)
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Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Daerah Instansi Pelapor

ruptif yang perlu segera mendapat 
perhatian dan penin dakan, me-
ngingat penundaan pelayanan jelas 
dapat membuka ruang terjadinya 
korupsi. Implementasi Undang-Un-
dang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik sangat relevan un-

tuk disosialisasikan secepat mung-
kin kepada penyelenggara pelayan-
an publik agar terjadi peningkatan 
pema haman aparat serta perbaikan 
secara menyeluruh dalam hal pem-
berian pelayanan kepada masyara-
kat.

Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Asal Daerah Pelapor
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Tindak Lanjut Ombudsman Republik 
Indonesia atas Laporan Masyarakat

Berdasarkan data per 31 Desem-
ber 2009, Ombudsman telah menin-
daklanjuti hampir seluruh laporan 
(91,27%) yang masuk dengan me-
menuhi persyaratan formal. Semen-
tara laporan yang masih dalam pro-

ses sekitar 8,73%. Rincian dari tin dak 
lanjut Ombudsman adalah sebagai 
berikut: sebanyak 18 laporan telah 
ditindaklanjuti dengan bentuk Reko-
mendasi (1,46%), dan 684 laporan 
(55,30%) merupakan tin daklanjut 
dalam bentuk permohonan Klarifi -
kasi. Sementara tindak lanjut berupa 
pemberitahuan kepada Pelapor bah-
wa laporan yang disampaikan Bukan 
Wewenang Ombudsman sebanyak 
157 laporan (12,69%), dan permo-
honan agar Pe lapor Melengkapi 
Data sebanyak 78 laporan (6,31%). 

Tanggapan Terlapor
Pada tahun ini tingkat responsi-

vitas Instansi Terlapor terhadap tin-
daklanjut Ombudsman me ngalami 

trend peningkatan dibandingkan 
tahun-tahun sebelumnya. Secara 
rinci dapat disampaikan bahwa dari 
702 surat tindaklanjut Ombudsman 
berupa Permintaan Kla rifi kasi mau-
pun Rekomendasi telah ditanggapi 
sebanyak 521 surat oleh Instansi 
Terlapor. Dengan kata lain tingkat 

responsivitas Instansi Ter lapor terha-
dap tindaklanjut laporan  masyarakat 
kepada Ombudsman pada tahun 
2009 adalah 74,22%. 

Dari 521 surat tanggapan yang 
diterima oleh Ombudsman, 492 
tanggapan (94,43%) merupakan 
Penjelasan atas permintaan Klarifi -
kasi, didalamnya termasuk pula pe-
nyelesaian atas laporan  masyarakat. 
Sedangkan tanggapan berupa me-
nindaklanjuti surat Ombudsman 
Republik Indonesia sebanyak 23 
laporan (4,41%), melakukan peneli-
tian sebanyak 1 laporan (0,19%) dan 
tanggapan berupa pemberitahuan 
bahwa laporan telah selesai menu-
rut Pelapor sebanyak 4 laporan atau 
0,77%. 

Tabel 1. Tindak Lanjut Ombudsman Terhadap Laporan Masyarakat

TINDAK LANJUT Jumlah %

Klarifi kasi 684 55,30%

Rekomendasi 18 1,46%

Tindak Lanjut 48 3,88%

Bukan Wewenang 157 12,69%

Melengkapi Data 78 6,31%

Pemberitahuan 136 10,99%

Lain-lain 8 0,65%

Masih Dalam Proses 108 8,73%

TOTAL 1237 100,00%
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Investigasi dan Monitoring
Untuk mendukung kinerja Om-

budsman dalam melakukan penga-
wasan penyelenggaraan pelayanan 
publik, Ombudsman berwenang 
melakukan Investigasi dan Monitor-

ing, yang didasarkan pada Pasal 28 
ayat (1) huruf c Undang-Undang No-
mor 37 Tahun 2008. Kegiatan investi-
gasi dan Monitoring yang dilakukan 
Ombudsman Republik Indonesia 
selama tahun 2009 adalah sebagai 
berikut :

Tabel 2. Tanggapan Terlapor Terhadap Tindak Lanjut Ombudsman

KLASIFIKASI TANGGAPAN Jumlah %

Melakukan Penelitian 1 0,19%

Menindaklanjuti Laporan 23 4,41%

Penjelasan 492 94,43%

Respon Instansi Terkait 1 0,19%

Selesai Menurut Pelapor 4 0,77%

TOTAL 521 100,00%

Tabel 3. Kegiatan Investigasi dan Monitoring selama Tahun 2009

No. Kegiatan Tempat/Tanggal Keterangan

1. Monitoring investigasi inisiatif 
hak narapidana dan penghuni 
Rutan/Lapas.

1. Jakarta,  25 
Pebruari 2009

2. Jakarta, 12 Juni 
2009

Mahkamah Agung 
telah mengeluarkan 
SEMA No. 6 Tahun 
2009; 
Jaksa Agung berjanji 
menindaklanjuti 
temuan Ombudsman 
dan menunjuk 
petugas penghubung 
untuk memudahkan 
koordinasi.

2. Monitoring pelaksanaan putusan 
pe ngadilan oleh BPN yang telah 
berke kuatan hukum tetap.

Jakarta, 3 Maret 
2009

BPN akan 
memprioritaskan 
 penyelesaian laporan 
masyarakat melalui 
Ombudsman pada 
tahun 2009.

3. Monitoring penyelesaian 
masalah pegawai honorer 
Kementerian Keuangan.

Jakarta, 16 Maret 
2009

Mediasi lebih lanjut 
akan dilaksanakan 
antara Pelapor de-
ngan BKN, Menpan, 
dan Kementerian 
Keuangan.
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4. Monitoring kasus pembayaran 
ganti rugi pemba ngunan jalan tol 
di Surabaya.

Jakarta, 7 April 2009 Departemen Pekerjaan 
Umum sanggup 
membayar sebagian 
ganti rugi, dan sisanya 
menjadi tanggung ja-
wab Peme rintah Kota 
Surabaya.

5. Investigasi kasus pener bitan ijin 
pengusahaan hutan.

20 -25 April 2009 Ombudsman memberi 
Rekomendasi kepada 
Menteri Kehutanan 
untuk meninjau ulang 
proses pemberian ijin 
pengusahaan hutan 
atas nama PT. X di 
Kalimantan Barat.

6. Investigasi kasus pengiriman 
berkas perkara kasasi pada 
Pengadilan Hubu ngan Industrial.

15 April 2009 Ombudsman memberi 
Rekomendasi kepada 
Mahkamah Agung 
atas surat kuasa de-
ngan tanggal yang 
berbeda.

7. Investigasi penanganan laporan 
pelanggaran berserikat oleh 
General Ma nager Hotel X di 
Bandung.

15  April 2009 Polwil menetapkan 
tersangka pada Salah 
satu General Manager 
Hotel X di Bandung.

8. Investigasi laporan pencemaran 
limbah RS Paru Jember dan 
Pelayanan RSUD Jember.

11-14 Mei 2009 Badan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
Daerah Provinsi Jawa 
Timur akan memfasi-
litasi pembangunan 
IPAL RS Paru Jember 
agar limbah rumah 
sakit tidak mencemari 
lingkungan, dan 
RSUD Jember telah 
membuat unit penga-
duan bagi masyarakat 
miskin.

9. Monitoring laporan  tindakan 
penyimpangan oleh Hukum 
Tua Koha dalam penyaluran 
Raskin,BLT, dan Pungutan Desa.

4 - 7 Mei 2009 Sudah ada perbaikan 
dari Pemkab Minahasa 
serta arahan kepada 
Hukum Tua Koha. 
Laporan dinyatakan 
selesai.

10. Monitoring Pelaksanaan Putusan 
Pengadilan Tata Usaha Negara.

23-26 Juni 2009 Pelapor diharap 
me nemui Ketua 
PTUN Padang untuk 
melaksanakan 
eksekusi.
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11. Monitoring hasil assessment 
pendidikan inklusi.

1. 4 Juli 2009
2. 5 Agustus 2009

Sudah ada perbaikan 
sistem pendidikan 
inklusi oleh Kemen-
terian Pendidikan 
Nasional dan Gubernur 
DKI Jakarta.

12. Monitoring permohonan SPT 
PBB kepada Pemerintah Kota 
Jakarta Timur.

14 Juli 2009 Laporan telah di-
nyatakan selesai.

13. Monitoring laporan belum 
adanya pembayaran ganti rugi 
proyek Banjir Kanal Timur.

14 Juli 2009 Pemerintah Kota-
madya Jakarta Timur 
telah menitipkan uang 
kepada Pengadilan 
Negeri Jakarta Timur.

14. Monitoring Pelaksanaan putusan 
Pengadilan oleh PT Pertamina.

16 Juli 2009 Masih 
dipertimbangkan 
untuk melakukan 
mediasi dengan pe-
lapor.

15. Investigasi kasus tidak 
dihadirkannya terdakwa 
di persidangan pada saat 
pembacaan putusan.

19  Agustus 2009 Pengadilan Tinggi Riau 
sudah memerintahkan 
Ketua Pengadilan Ne-
geri Pelelawan untuk  
me ngulang put usan 
dengan menghadirkan 
terdakwa.

16. Investigasi dugaan permintaan 
uang oleh Petugas Lapas 
Pekanbaru-Riau.

20 Agustus 2009 Dugaan tidak terbukti, 
laporan dinyatakan 
selesai.

17. Monitoring penyelesaian 
penjualan aset PT garam.

26 Agustus 2009 Aset PT Garam 
di Me dan dapat 
diselesaikan, 
sedangkan aset di 
Sukabumi masih 
dalam pemantauan.

18. Monitoring laporan kasus 
pendaftaran Notaris.

1 September 2009 Dirjen Administrasi 
Hukum Umum 
memberi kesempatan 
kembali kepada 
Pelapor untuk 
mengajukan 
pendaftaran Notaris di 
luar Jakarta.

19. Monitoring kasus tanah  negara 
yang dikelola oleh Keuskupan 
Ende.

30 Agustus 2008 s.d.
2 September 2009

Pembagian tanah 
bekas keuskupan 
Ende sudah sesuai 
ketentuan. La-
poran tetap dalam 
pemantauan.
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20. Monitoring Laporan di 
Kepolisian.

1. Jogjakarta, 1-4 
Desember 2009

2. Kupang, 1-4 
Desember 2009

3. Medan, 8-11 
Desember 2009

4. Manado, 8-11 
Desember 2009

5. Jawa Tengah, 
14-17 Desember 
2009

Tujuan kegiatan 
adalah memonitor 
perkembangan tindak 
lanjut Ombudsman 
atas laporan 
masyarakat serta 
kampanye pemberian 
pela yanan pu blik yang 
baik.

21. Investigasi laporan terhadap 
pabrik penggergajian kayu 
yang tidak memiliki ijin dan 
menimbulkan gangguan, polusi 
udara dan suara.

Bogor, 25 
November 2009

Dalam pertemuan 
di sampaikan bahwa 
Pemkot Bogor yang 
diwakili Satpol PP 
akan menindaklanjuti 
laporan.

22. Investigasi laporan tentang 
pelaksanaan transmigrasi di 
Samarinda.

Jakarta, 29 
Desember 2009

Klarifi kasi dilakukan 
kepada Ditjen P4 Trans 
di Jakarta. Dalam 
pertemuan di sepakati 
akan dilakukan 
verifi kasi ulang atas 
data para transmigran 
dan investigasi 
bersama ke Pemkot 
Samarinda.

Systemic Review dan Rekomendasi 
Ombudsman 

Selain investigasi yang sifatnya 
kasuistik individual, Ombudsman 
juga melakukan investigasi untuk 
menelaah kasus-kasus yang me-
ngandung dimensi sistemik (syste-
mic review). Selama tahun 2009 Om-
budsman telah melakukan beberapa 
investigasi atas prakarsa sendiri 
dalam rangka systemic review, se-
bagai berikut:

Systemic Review Atas Pelayanan 
Pendidikan Inklusi tingkat SMA di 
DKI Jakarta

Ombudsman Republik Indo-
nesia melakukan systemic review 

dengan metode  assessment  ter-
hadap pelayanan pendidikan inklusif 
tingkat SMA di DKI Jakarta pada bu-
lan Juni sampai dengan Nopember 
2008. Berdasarkan hasil analisa ber-
bagai temuan dokumen dan lapa-
ngan, Ombudsman Republik Indo-
nesia menyimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan pendidikan 
inklusif di Indonesia tidak 
dapat dilepaskan dari kerangka 
kebijakan global untuk me-
ngarusutamakan (mainstream-
ing) visi pendidikan bagi semua 
(education for all). Oleh karena 
itu pendidikan inklusif pada 
dasarnya tidak hanya terkait 
dengan bagaimana seorang 
anak berkebutuhan khusus 
dapat memperoleh pendidikan 
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yang memadai,  tetapi lebih luas 
dari itu adalah merupakan suatu 
proses penanaman nilai-nilai 
demokrasi dalam kehi dupan 
sehari-hari. 

2. Produk hukum pengaturan 
pelaksanaan pendidikan inklu-
sif yang digunakan masih be-
lum kompilatif sehingga me-
ngakibatkan implementasi 
di lapangan kurang sinergis. 
Selain itu terdapat perbedaan 
penafsiran dan ruang lingkup 
substansi pendidikan inklusif se-
bagaimana dipahami oleh stake 
holder sehingga berpe ngaruh 
secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap minimnya 
jumlah anak berkebutuhan khu-
sus di sekolah perintis penye-
lenggara pendidikan inklusif.

3. Penyebab kurang optimalnya 
pelaksanaan pendidikan inklu-
sif bukan hanya karena terba-
tasnya sarana, prasarana dan 
penunjang kebutuhan inklusif, 
tetapi juga diakibatkan oleh 
perangkat kebijakan penye-
lenggaraan pendidikan inklusif 
yang belum cukup mengako-
modir anak-anak berkebu tuhan 
khusus, termasuk dalam hal 
penerimaan siswa baru melalui 
real time online system yang 
tidak aspiratif terhadap kebu-
tuhan mereka.

Menindaklanjuti systemic 
review tersebut pada tangal 6 
 Pe bruari 2009 Ombudsman me-
ngeluarkan rekomendasi Nomor 
0002/REK/0123.2009/AS-09/II/2009 
ditujukan kepada Menteri Pendi-

dikan Nasional dan Gubernur DKI 
Jakarta, di Jakarta, sesuai tingkatan 
kewenangan masing-masing agar 
dapat melakukan: 

1. Revitalisasi Kebijakan
a. Penguatan dasar hukum pe-

nyelenggaraan pendi dikan 
inklusif dengan memben-
tuk Peraturan Peme rintah 
sebagai implementasi lebih 
lanjut dari Pasal 15 (beserta 
penjelasannya) UU No. 20 
tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional yang 
diharapkan dapat mendo-
rong peru bahan paradigma  
dalam penyelenggaraan 
pendi dikan inklusif sehing-
ga lebih peka terhadap ke-
butuhan Anak Berkebutu-
han Khusus.

b. Mendefi nisikan kembali 
cakupan serta pengertian 
Anak Berkebutuhan Khu-
sus dan Pendidikan Inklu-
sif  dalam berbagai produk 
kebijakan yang telah ada, 
sehingga terdapat ke-
seragaman dalam mema-
hami ruang lingkup Anak 
Berkebutuhan Khusus dan 
Pendidikan Inklusif. 

c. Melaksanakan affi  rmative 
action dengan cara mere-
visi system penerimaan 
siswa baru agar lebih me-
ngakomodir kepenti ngan 
anak berkebutuhan khusus 
melalui pemberian kuota 
dan/atau penyesuaian stan-
dar nilai kelulusan bagi me-
reka baik dalam sistem on-
line maupun dalam sistem 
lainnya.  

 

annual-report.corbel.indd   31annual-report.corbel.indd   31 23/06/2010   9:07:3223/06/2010   9:07:32



32

2. Penataan Ulang Penyelengga-
raan Pendidikan Inklusif
a. Meningkatkan mutu pela-

yanan pendidikan inklusif 
melalui fasilitasi sarana 
dan prasarana pendukung, 
penambahan jumlah seko-
lah penyelenggara pendi-
dikan inklusif dan memu-
dahkan akses pengajuan 
anggaran serta meningkat-
kan alokasinya.

b. Membangun sistem koordi-
nasi yang lebih baik antara 
instansi terkait (Peme rintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, 
Sekolah, dsb) dan melak-
sanakannya secara berkala.

c. Meningkatkan efektivi-
tas sistem monitoring dan 
evaluasi penyelenggaraan  
pendidikan inklusif de ngan 
melibatkan partisipasi selu-
ruh stake holder, antara lain 
diimbangi de ngan pem-
berian reward bagi seko-
lah dan guru yang berhasil 
menjalankan program pen-
didikan inklusif. 

Systemic Review Atas Pelayanan di 
Badan Pertanahan Nasional terkait 
Mekanisme Penanganan Keluhan 
secara Internal (Internal Complaint 
Handling)

Ombudsman Republik Indone-
sia bekerjasama dengan Fakultas 
Hukum UGM melakukan systemic 
review melalui kegiatan penelitian 
mengenai mekanisme Penanganan 
Keluhan/Pengaduan dalam pela-
yanan pertanahan di beberapa Kan-
tor Pertanahan di Pulau Jawa pada 
bulan Nopember 2008. Hasil pene-
litian tersebut telah  didiskusikan  

dengan berbagai pemangku kepen-
tingan termasuk dengan BPN untuk 
selanjutnya  menjadi rekomendasi 
Ombudsman kepada BPN. Ring-
kasan Hasil Penelitian sebagai beri-
kut:

1. Para pengambil kebijakan di 
lingkungan Badan Pertanahan 
Nasional telah berupaya me-
ningkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat. Tujuannya 
untuk memberikan kepuasan 
dan mencegah munculnya ke-
luhan atau kekecewaan ter-
hadap proses dan produk dari 
pela yanan yang diberikan. Kebi-
jakan yang dimaksudkan untuk 
meningkatkan kualitas proses 
dan produk pelayanan tersebut 
antara lain adalah :
a. Adanya kebijakan berke-

naan dengan standar pem-
berian pelayanan atau 
SPOP yang diberlakukan 
sejak tahun 2005 yang ke-
mudian disempurnakan lagi 
pada tahun 2008. 

b. Kebijakan berkenaan de-
ngan penerimaan dan pe-
nanganan pengaduan ma-
salah di bidang perta nahan 
sebagaimana dituangkan 
dalam Petunjuk Teknis 
No.02/JUKNIS/D.V /2007. 
Kebijakan ini dimaksudkan 
memberikan pedoman bagi 
aparat dalam menerima 
keluhan/pengaduan per-
masalahan pertanahan ter-
masuk keluhan/penga duan 
terkait dengan pela yanan 
yang diberikan. 

c. Kebijakan komputerisasi 
dalam pemberian pela-
yanan kepada masyara-
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kat termasuk akses bagi 
pemohon untuk mengeta-
hui belum atau telah sele-
sainya permohonan pela-
yanannya. Komputerisasi 
ini di satu pihak memang 
berpotensi memperlancar 
proses pemberian pela-
yanan dan mencegah ter-
jadinya kontak langsung 
antara si pemberi dan 
pemohon pelayanan yang 
dapat mengarah pada ter-
jadinya perilaku koruptif 
atau gratifi kasi. Namun 
di lain pihak, komputeri-
sasi juga berpotensi untuk 
memberikan kesempatan 
kepada pelaksana pela-
yanan untuk tidak mela yani 
pertanyaan lisan pemohon 
atas sesuatu keluhan berke-
naan dengan proses penye-
lesaian permohonan itu. 

d. Pemasangan CCTV pada 
tempat-tempat pelayanan 
bidang pertanahan. Per-
alatan CCTV ini dimak-
sudkan untuk mengontrol 
perilaku aparat pelayanan 
agar tidak menyimpang 
dari standar pelayanan 
yang justru akan menim-
bulkan kekecewaan pu blik. 

e. Adanya tulisan peringatan 
tertentu yang ditujukan 
baik kepada aparat pela-
yanan maupun warga 
 masyarakat. Tulisan/papan 
peringatan tersebut ber-
bunyi ”Dilarang Memberi 
atau Menerima Uang Tam-
bahan” atau ”Tidak Boleh 
Memberi/Menerima Uang 
Suap”. Peringatan ini di-

maksudkan untuk meng-
ingatkan semua pihak un-
tuk tidak melakukan pe-
nyimpangan standar pela-
yanan terutama berkenaan 
dengan biaya yang sudah 
ditentukan. 

2. Tampaknya ada korelasi antara 
proses permohonan pelayanan 
dengan datang sendiri secara 
langsung atau melalui pihak 
ketiga (calo/makelar) dengan 
tingkat ketidakpuasan publik 
atas pelayanan pertanahan. 

3. Penyatuan pengelolaan antara 
keluhan/pengaduan permasa-
lahan pertanahan yang me-
ngandung sengketa de ngan ke-
luhan/pengaduan yang berkaitan 
dengan pelayanan sehari-hari 
(day to day servi ces) menye-
babkan kurang teradministrasi 
dan intensifnya penanganan 
terhadap keluhan. Oleh karena 
itu perlu dipertimbangkan un-
tuk membangun mekanisme in-
ternal complaint handling yang 
mandiri dan terpisah dari pe-
ngelolaan sengketa dan konfl ik 
pertanahan.

Systemic Review terhadap Pe-
nyimpangan atas Hak Tahanan, 
Terpidana, dan Narapidana di 
Rumah Tahanan dan Lembaga 
Pemasyarakatan

Dalam rangka melakukan tu-
gas pengawasan terhadap pem-
berian pelayanan publik oleh Pe-   
n yelenggara Negara termasuk 
Aparat Pe negak Hukum kepada Ta-
hanan, Terpidana, dan Narapidana 
di RUTAN dan LAPAS, Ombudsman 
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Republik Indonesia me nemukan 4 
macam penyimpangan sebagai beri-
kut:

a. Belum diberikannya Petikan Su-
rat Putusan Pengadilan (Extract 
Vonnis) kepada Terdakwa (yang 
sudah menjadi Terpidana) tepat 
waktu sesuai pasal 226 (1) KU-
HAP;

b. Belum adanya pelaksanaan 
putusan Pengadilan (Eksekusi) 
oleh Jaksa/Penuntut Umum se-
suai pasal 270 KUHAP;

c. Pemidanaan yang dijalani me-
lebihi masa hukuman yang di-
nyatakan dalam amar putusan;

d. Keterlambatan penyerahan Su-
rat Penetapan Perpanjangan 
Tahanan.

Jumlah tahanan, terpidana dan 
narapidana yang belum mendapat-
kan hak-haknya ±1500 orang yang 
menghuni Rumah Tahanan Pondok 
Bambu, Rumah Tahanan Salemba 
dan Lembaga Pemasyarakatan Ci-
pinang. 

Langkah-langkah yang sudah 
ditempuh oleh Ombudsman Repu-
blik Indonesia adalah menyampai-
kan surat dan pertemuan-perte-
muan dengan Kejaksaan Agung Re-
publik Indonesia, Ketua Mahkamah 
Agung Republik Indonesia serta 
koordinasi dengan Direktorat Jen-
deral Lembaga Pemasyarakatan. 
Mahkamah Agung dan Kejaksaan 
Agung telah menerbitkan Nota Ke-
sepahaman yang mengatur tentang 
pengawasan. 

Erna Sofwan Sjukrie (Anggota Ombudsman) mengunjungi salah satu Rutan dalam 
rangka Investigasi systemic review terhadap penyimpangan atas hak tahanan, 
terpidana dan narapidana di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, pada 

tanggal 21 Desember 2009.
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Mediasi  Kasus Tenaga Honorer 
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan Direktorat Jenderal 
Pajak Departemen Keuangan RI 
menjadi CPNS

Ombudsman menerima la-
poran dari tenaga honorer Departe-
men Keuangan yang telah bekerja 
berdasarkan Surat Perjanjian Kerja 
(SPK) dan dibayar dari Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Ada-
pun Surat Perjanjian Kerja (SPK) 
tersebut selalu diperbarui setiap 
masa perjanjiannya habis secara te-
rus menerus. Sehingga ada ho norer 
yang mempu nyai masa kerja sampai 
27 tahun, 15 tahun serta pa ling se-
dikit 3 tahun. 

Kemudian terbit PP No. 48 Ta-
hun 2005 yang diubah menjadi PP 
No. 43 Tahun 2007 memberi harapan 

Ombudsman Republik Indo-
nesia telah menandatangani Ke-
sepakatan Bersama dengan Menteri 
Hukum dan HAM tanggal 17 Desem-
ber 2009 terkait pening katan pela-
yanan publik di lingkungan Lem-
baga Pemasyarakatan. Hingga saat 
ini Ombudsman Republik Indonesia 
masih melakukan monitoring berke-
naan pemberian pelayanan pu blik 
kepada tahanan, terpidana dan 
narapidana.

Mediasi
Berdasarkan amanat UU 37 

Tahun 2008 dan UU 25 Tahun 
2009 Ombudsman berwenang 
melakukan mediasi, konsiliasi dan 
ajudikasi khusus. Kasus yang telah 
dilakukan mediasi oleh Ombudsman 
Republik Indonesia pada tahun 2009 
adalah : 

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Ketua Ombudsman Republik 
Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait peningkatan pelayanan 
publik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 17 Desember 2009 di 

Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta.
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bagi Pelapor, karena menyebutkan 
bahwa yang menjadi tenaga ho-
norer adalah orang yang diangkat 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
atau pejabat lain dalam pemerintah-
an baik pusat maupun daerah yang 
sumber dananya dari APBN atau 
APBD. 

Keberadaan Peraturan Peme-
rintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 
tentang pengangkatan tenaga ho-
norer menjadi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) adalah untuk mengakomo-
dasikan kepentingan seluruh tenaga 
honorer di Indonesia. Departemen 
Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pa-
jak mengeluarkan Surat Edaran no-
mor: SE.140/PJ.1/UP.51/2005 tang-
gal 13 Desember 2005 mengenai pe-
tunjuk pengisian pendataan tenaga 
honorer. Serta dipertegas  dengan 
Surat Edaran Nomor : SE.142/PJ.1/
UP.51/2005 tentang pengisian for-
mulir pendataan pegawai yang tidak 
berstatus sebagai PNS. Serta telah 
diadakan pendataan tenaga honorer 
untuk mengisi formasi tersebut oleh 
Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
dengan memberikan Nomor Induk 
Tenaga Ho norer (NITH) bagi tenaga 
honorer yang telah memenuhi per-
syaratan.

Berdasarkan Surat Kepu-
tusan Menpan Nomor: Kep.169/M.
PAN/2006 tanggal 4 Oktober 2006 
tentang formasi pegawai negeri si-
pil secara nasional tahun anggaran 
2006, formasi untuk Departemen 
Keuangan sebanyak 1.748 (seribu 
tujuh ratus empat puluh delapan) 
orang. Pada saat ini yang terjadi 
adalah pemberhentian tenaga ho-
norer oleh kantor unit masing-ma-
sing di lingkungan Direktorat Jen-

deral Pajak dengan cara lisan dan 
tanpa peraturan yang jelas. Padahal 
Pelapor telah memenuhi syarat dan 
terdaftar dalam database BKN de-
ngan nomor surat: K26/30/V-72-9/99 
tanggal 27 Maret 2006. 

Menteri Keuangan cq. Sekreta-
riat Jenderal Departemen Keu-
angan melalui surat Nomor: 617/
SJ/2007 tanggal 5 September 2007 
dan Surat Edaran Nomor: SE.213/
SJ/2008 tanggal 27 Februari 2008 
yang dikeluarkan oleh Kepala Biro 
Sumber Daya Manusia, menyatakan 
bahwa Departemen Keuangan saat 
ini belum memiliki rencana untuk 
me ngangkat tenaga honorer men-
jadi CPNS karena Departemen Keu-
angan tengah melaksanakan refor-
masi birokrasi dan penataan pega-
wai. 

Ombudsman Republik Indone-
sia telah melaksanakan pertemuan 
antara Departemen Keuangan, Ke-
menterian Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara, Badan Kepega-
waian Negara dan Forum Tenaga 
Honorer Departemen Keuangan 
yang dilaksanakan di kantor Om-
budsman Republik Indonesia pada 
hari Rabu, tanggal 1 Juli 2009, guna 
membahas masalah tenaga hono rer 
Departemen Keuangan.

Dalam pertemuan tersebut Ke-
pala Biro SDM Departemen Keu-
angan menjelaskan antara lain:
1. Departemen Keuangan sedang 

mengadakan reformasi birokra-
si dengan penataan organisasi, 
penyempurnaan SOP, manaje-
men SDM dan remunerasi;

2. Berdasarkan analisa beban kerja 
sejak tahun 2007 sampai dengan 
saat ini  ada indikasi mismatch 
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antara tenaga dan kebutuhan di 
unit kerja dan terjadi kelebihan 
pegawai. 

3. Tenaga honorer ditetapkan ti-
dak akan diangkat sebagai PNS 
oleh Menteri Keuangan meski-

pun sudah masuk dalam data-
base BKN. 

Terkait hal tersebut, Ombuds-
man mengirimkan surat kepada 
Sekretaris Jenderal Departemen 
Keuangan RI guna memperoleh 
memperoleh salinan hasil analisa 
beban kerja dimaksud, sebagai ba-
han telah lebih lanjut terkait peno-
lakan Departemen Keuangan dalam 
hal pengangkatan tenaga honorer 
Direktorat Jenderal Pajak dengan 
alasan antara lain karena terjadi 

kelebihan beban kerja se bagaimana 
disampaikan dalam pertemuan.

Karakteristik Laporan Masyarakat
Sebagaimana telah disebutkan 

sebelumnya, ada lima Instansi yang 

terbanyak dilaporkan masyarakat 
kepada Ombudsman Republik In-
donesia, yaitu Pemerintah Daerah, 
Kepolisian, Lembaga Pengadilan, 
Badan Pertanahan dan Instansi 
Pemerintah (Departemen dan Ke-
mentrian). Sedangkan substansi 
yang terbanyak dilaporkan oleh 
masyarakat adalah pelayanan pe-
negakan hukum dan pelayanan ad-
ministrasi pemerintahan, seperti 
penundaan berlarut (Undue Delay), 
penyimpangan prosedur, penyalah-
gunaan wewenang dan permintaan 
uang, barang dan jasa. 

Pertemuan yang diselenggarakan terkait laporan Forum Tenaga Honorer Departemen Keuangan 
tanggal 11 Juli 2009 di kantor Ombudsman
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Adapun karakteristik laporan 
masyarakat mengenai lima Instansi 
yang terbanyak dilaporkan tersebut, 
antara lain:

1. Pemerintah Daerah. Laporan 
masyarakat tentang Peme rintah 
Daerah pada umumnya menge-
nai belum adanya tanggapan 
Pemerintah Daerah berkenaan 
permohonan masyarakat un-
tuk melakukan suatu tindakan 
(perijinan, eksekusi ganti rugi, 
administrasi, kependudukan, 
dan se bagainya), misalnya:

1. Laporan belum adanya tin-
dakan Bupati berkenaan 
permintaan agar pela yanan 
Rumah Sakit Umum Dae-
rah Ibnu Sina Gresik ter-
hadap warga miskin tidak 
dibedakan dengan warga 
masyarakat yang mampu. 

2. Laporan belum  adanya gan-
ti rugi kepada  masyarakat 
mengenai penggunaan se-
bagian lahan perkebunan 
untuk badan jalan peme-
rintah Kabupaten Katingan, 
Kalimantan tengah. 

2. Kepolisian. Laporan mengenai 
lembaga Kepolisian yang cukup 
dominan adalah penundaan ber-
larut atas pemeriksaan ter hadap 
laporan yang disampaikan 
 masyarakat, selain itu menge-
nai penyalahgunaan wewenang, 
misalnya:
1. Laporan mengenai kinerja 

Penyidik Kepolisian Resor 
Lumajang dalam menin-
daklanjuti laporan Nomor 
Pol K/LP/429/XI/2008/POL-
RES.

2. Laporan tentang tindakan 
kekerasan aparat Polresta 
Tanjung Balai kepada Sua-
mi Pelapor.

3. Laporan dari  Sdr. MJT 
yang mengeluhkan be-
lum ada nya tindaklanjut 
 pe ngaduan kepada Propam 
Minahasa Utara.

 
3. Lembaga Peradilan. Laporan 

mengenai lembaga Peradilan 
yang sering dilaporkan adalah 
belum diperolehnya salinan pu-
tusan perkara oleh para pihak 
atau yang berkepentingan dan 
informasi berkenaan kelan jutan 
pemeriksaan di Pengadilan, an-
tara lain: 
1. Laporan yang mengeluh-

kan belum dikirimkannya 
salinan putusan kasasi 
Mahkamah Agung RI Re-
gister Perkara Nomor 2023 
K/PDT/2007 tertanggal 20 
Maret 2009 ke Pengadilan 
Negeri Sengeti, sehingga 
Pelapor sebagai pihak yang 
berkepen tingan belum 
bisa memperoleh putusan 
tersebut.

2. Laporan yang mengeluh-
kan belum adanya keje-
lasan mengenai pemerik-
saan kasasi perkara Nomor 
25/PDT.G/2005/PN.IM.

4. Badan Pertanahan Nasional. 
Laporan masyarakat tentang 
kinerja Badan Pertanahan Na-
sional, antara lain belum dilak-
sanakannya eksekusi pemba-
talan sertifi kat dan lambatnya 
pelayanan dalam penerbitan 
sertfi kat, antara lain:
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1. Laporan yang mengeluh-
kan Badan Pertanahan Na-
sional belum melaksanakan 
putusan Kasasi Mahka-
mah Agung yang telah 
berkekuatan hukum tetap. 

2. Laporan mengenai ekse-
kusi Putusan Pengadilan 
Tinggi TUN yang belum di-
laksanakan.

5. Instansi Pemerintah (Departe-
men dan Kemen terian). La-
poran masyarakat mengenai 
instansi pemerintah berupa 
permintaan uang yang tidak se-

suai prosedur dalam penerbitan 
surat izin usaha dan penyimpa-
ngan prosedur, antara lain:
1. Laporan yang mengeluh-

kan adanya permintaan 
uang dalam penerbitan per-
panjangan Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP)  yang 
tidak sesuai ketentuan. 

2. Laporan mengenai belum 
adanya realisasi bantuan 
dana operasional bagi 
pengembangan pember-
dayaan madrasah aliyah se-
propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dari Departe-
men Agama. 
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Bab IV
Pengembangan Jaringan Kelembagaan
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Bab IV
Pengembangan Jaringan Kelembagaan

Program Peningkatan Kesadaran 
Masyarakat 

Memasuki tahun 2009, program 
penyebarluasan informasi atau so-
sialisasi kepada masyarakat menge-
nai institusi Ombudsman terfokus 
pada sosialisasi peru bahan atau per-
alihan tugas dan wewenang Komisi 
Ombudsman Nasional menjadi Om-
budsman Republik Indonesia ber-
dasarkan Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2008. 

Tujuan pokok kegiatan sosi-
alisasi adalah: 

1. Meningkatkan pemahaman 
masyarakat mengenai fungsi, 
tugas dan wewenang Ombuds-
man Republik Indonesia se-
bagaimana tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 37 Ta-
hun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia Bab IV Pasal 
6 s/d Pasal 10;

2. Meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap Ombuds-
man Republik Indonesia sebagai 
lembaga negara yang menga-
wasi serta berupaya memper-
baiki penyelenggaraan pela-
yanan publik;

3. Mendorong kesadaran masyara-
kat serta aparat pela yanan 
publik agar berperan dalam pe-
nyelenggaraan pela yanan pu-
blik yang berkualitas, terutama 
dalam mencegah/menekan 

praktek maladministrasi yang 
selama ini terjadi.

Untuk tahun 2009 ini, tema  
strategis kegiatan sosialisasi yang 
dilaksanakan oleh Ombudsman 
Republik Indonesia menekankan 
pada optimalisasi penyelenggaraan 
pelayanan publik melalui Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2008 ten-
tang Ombudsman Republik Indo-
nesia dan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik.

Model sosialisasi dilaksanakan 
dalam beberapa bentuk kegiatan, 
diantaranya adalah:

1. Diskusi  Publik Interaktif
Diskusi dan dialog tentang 

tugas dan kewenangan Om-
budsman dilakukan secara inter-
aktif  melalui media elektro nik 
televisi maupun radio. Dalam 
beberapa kesempatan kegiatan 
ini juga dirangkai de ngan pro-
gram klinik penerimaan ke luhan 
masyarakat yang biasanya dise-
lenggarakan setelah acara dis-
kusi interaktif. Kegiatan klinik 
sendiri bertujuan memberi ke-
sempatan kepada masyarakat 
yang menghadapi kesulitan 
dalam mendapatkan pelayanan 
dari instansi Peme rintah untuk 
menyampaikannya secara lang-
sung pengaduannya kepada 
petugas Ombudsman yang ada 
di pos klinik. Dengan demikian 
masyarakat dapat berkonsultasi 
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langsung tanpa dipungut  biaya 
dan tidak perlu mengirimkan 
keluhannya ke kantor Ombuds-
man.

Kegiatan Diskusi Publik In-
teraktif yang telah dilaksanakan 
pada tahun 2009 adalah sebagai 
berikut:

Tabel 4. Kegiatan Diskusi Publik Interaktif Tahun 2009

No. Tanggal & Tempat Tema Narasumber Media Peliput

1 28 April 2009,
Aula Kantor Guber-
nur Provinsi Goron-
talo, Gorontalo.

“Ombudsman dan 
Peningkatan Pe-
nyelenggaraan 
Pelayanan Publik”

1. Andha Fauzi 
Miraza (Asisten 
Sekda Bidang 
Pelayanan Pu-
blik)

2. Masdar F. 
Mas’udi (Ang-
gota Ombuds-
man)

Mimoza TV
TVRI Goron-
talo
Gorontalo Pos
Harian Tribune
Suara Publik

2 22 Juni 2009
Radio Unisi, Yogya-
karta.

“Ombudsman dan 
Hak Masyarakat 
dalam Pelayanan 
Kepolisian”

1. Totok Sudharto 
(Irwasda Polda 
DIY)

2. Budi Santoso 
(Akademisi)

3. Winarso (Asisten 
Ombudsman)

Radio Unisi
Radio GCD
Yogya TV
Kedaulatan 
Rakyat

3 22 Juni 2009
Waikabubak, NTT.

“Ombudsman dan 
Peningkatan Pe-
nyelenggaraan 
Pelayanan Publik”

1. Yohanes G.T. 
Helan (Kepala 
Perwakilan NTT 
& NTB)

2. Budhi Masthuri 
(Asisten Om-
budsman)

TVRI Kupang
Radio Pelita 
Kasih
Pos Kupang
Timor Ekspres

4 28 Juli 2009
I-Radio, Depok.

“Ombudsman dan 
Peningkatan Pe-
nyelenggaraan 
Pelayanan Publik”

1. Irma Syarifah 
(Asisten Om-
budsman)

2. Tumpal Siman-
juntak (Asisten 
Ombudsman)

I-Radio
Radio Cahaya
Seputar Indo-
nesia
RCTI

5 14 Juli 2009
Resto Majethi, Hotel 
Wijaya-kusuma, 
Cilacap.

”Ombudsman dan 
Hak Masyarakat 
dalam Pelayanan 
Publik di Daerah”

1. Indar Yuli 
Nyataningrum 
(Kepala Kan-
tor Pelayanan 
Terpadu Kab. 
Cilacap)

2. Ahmad Tohari 
(Budayawan)

3. Muhadjirin 
(Asisten Om-
budsman)

Radio Utari
Radio Yes
Suara Merde-
ka
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6 18 Agustus 2009
Labuhan Batu.
Kantor Perwakilan

“Ombudsman dan 
Peningkatan Pe-
nyelenggaraan 
Pelayanan Publik di 
Daerah”

1. Faisal Akbar (Ke-
pala Perwakilan 
Sumut & NAD)

2. Sabarudin Hulu 
(Asisten Om-
budsman)

Pass FM
Pesona FM
Harian Metro 
Labuhan
Waspada

7 20 Agustus 2009
Studio Jak TV, Ja-
karta.

“Ombudsman dan 
Peningkatan Pe-
nyelenggaraan 
Pelayanan Publik”

1. A.B. Susanto 
(Pakar Manaje-
men)

2. Antonius Sujata 
(Ketua Ombuds-
man)

Jak TV

8 25 Agustus 2009
Studio Cahaya TV, 
Tangerang.

“Ombudsman dan 
Peningkatan Pe-
nyelenggaraan 
Pelayanan Publik”

Nugroho Andriyanto 
(Asisten Ombudsman)

Cahaya TV
Seputar Indo-
nesia

9 10 September 2009
Hotel Grand Legi, 
Mataram.

“Ombudsman dan 
Peningkatan Pe-
nyelenggaraan 
Pelayanan Publik”

1. Sirojul Munir 
(Asisten Tata 
Praja Setda 
NTB)

2. Galang Asmara 
(Akademisi)

3. Masdar F. 
Mas’udi (Ang-
gota Ombuds-
man)

RRI
TVRI

10 7 Oktober 2009
Kantor Ombudsman 
Republik Indonesia, 
Jakarta.

“Ombudsman dan 
Peningkatan Pe-
nyelenggaraan 
Pelayanan Publik”

1. Azlaini Agus 
(Anggota Komisi 
III DPR RI)

2. Antonius Sujata 
(Ketua Ombuds-
man)

Jak TV

11 3 November 2009
Hotel Graha, Sragen.

“Ombudsman dan 
Hak Masyarakat 
dalam Pelayanan 
Publik”

1. Kushardjono 
(Sekda Kab. Sra-
gen)

2. Handojo Lek-
sono (Akademisi 
UNS)

3. Akbarudin Arif 
(LSM)

Radio Buana 
Asri
Radio Asri
Pop FM
Solo Pos

12 3 November 2009
Studio Jak TV, Ja-
karta.

“Optimalisasi 
Pela yanan Publik 
melalui Undang-
Undang nomor 37 
Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Re-
publik Indonesia dan 
Undang-Undang 
nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pela-
yanan Publik”

1. Sunaryati Har-
tono (Wakil 
Ketua Ombuds-
man)

2. Nugroho Andri-
yanto (Asisten 
Ombudsman)

Jak TV
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13 1 Desember 2009
Bengkulu TV, Beng-
kulu.

“Ombudsman dan 
Peningkatan Pe-
nyelenggaraan 
Pelayanan Publik”

1. Ahmad Kanedy 
(Walikota Beng-
kulu)

2. Budhi Masthuri 
(Asisten Om-
budsman)

Bengkulu TV
RRI

14 1 Desember 2009
Hotel Rattan Inn, 
Banjarmasin.

“Optimalisasi 
Pela yanan Publik 
melalui Undang-
Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Re-
publik Indonesia dan 
Undang-Undang 
nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pela-
yanan Publik”

1. HM. Muchlis Ga-
furi (Sekretaris 
Daerah Kaliman-
tan Selatan) 

2. Hj. Rosita 
Syaifuddin, SH 
(Dekan Fakultas 
Hukum Univer-
sitas Lambung 
Mangkurat)

3. RM. Surachman 
(Anggota Om-
budsman)

Banjar TV
RRI
Nirwana FM
Banjarmasin 
Pos

15  7 Desember  2009
Jakarta.
SMUN 70

“Ombudsman Goes 
to School”

- Trax FM
Trijaya

Kiri: Diskusi Interaktif di Jak TV dengan narasumber Ketua Ombudsman RI dan Dr. AB Su-
santo (Narasumber Manajemen Perencanaan Strategis Ombudsman) tanggal 20 Agustus 
2009.Kanan: Sosialisasi Ombudsman di Hotel Rattan Inn Banjarmasin dengan narasum-
ber RM Surachman, APU (Anggota Ombudsman), Hj. Rosita Syaifuddin, SH( Dekan FH 

Unlam), dan HM. Muchlis Gafuri (Sekda Kalsel).

2. Iklan Layanan Masyarakat 
(ILM)

 Kegiatan Iklan Layanan 
 Masyarakat melalui media mas-
sa merupakan cara yang cukup 

efektif untuk mensosialisasikan 
sebuah institusi ke masyarakat 
luas. Jangkauan media massa 
yang sangat luas diharapkan 
dapat menjadikan peran dan 
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Pada awal tahun 2009 Ombuds-
man melakukan Focus Group Discus-
sion dengan lembaga lain terkait 
berlakunya Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia. Diskusi diada-
kan pada tanggal  19 Januari 2009 
di Hotel Ambhara Jakarta. Dalam 
diskusi tersebut dipaparkan ten-
tang rencana strategis Ombudsman 
(Roadmap) terkait pelaksanaan Un-
dang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
serta potensi permasalahan yang 
mungkin timbul. 

Ombudsman juga telah melaku-
kan kerja sama dengan beberapa 
lembaga akademisi dan lembaga 
swadaya masyarakat dalam rangka 

sosialisasi Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2008, khususnya menge-
nai proses rekrutmen Anggota Om-
budsman yang akan datang. Kedua 
program tersebut merupakan ba-
gian dari program kerja sama yang 
selama ini telah dibina dengan Com-
monwealth Ombudsman Australia 
dan Ombudsman negara bagian di 
Australia dengan bantuan dana dari 
AusAid.

fungsi lembaga Ombudsman 
lebih dikenal di mata masyara-
kat. Dengan masyarakat men-
genal Ombudsman, maka selan-
jutnya akan lebih mudah men-
gajak  masyarakat untuk secara 
optimal memanfaatkan layanan 
Ombudsman, serta mendorong 
peningkatan mutu layanan pu-
blik oleh instansi peme rintah. 

Untuk kegiatan sosialisasi me-
lalui ILM di tahun 2009, Ombudsman 
hanya melaksanakan penayangan 
ulang ILM media surat kabar, radio 
maupun televisi. Penayangan ILM 
Ombudsman dilaksanakan pada bu-
lan November s/d Desember 2009, 
di media massa sebagai berikut:

Pengembangan Jaringan Kelem-
bagaan Nasional dan Internasional

Sejalan dengan fokus program 
peningkatan kesadaran masyara-
kat dalam memperoleh pelayanan 
publik yang baik, program pengem-
bangan jaringan kelembagaan kerja 
nasional juga menitikberatkan pada 
sosialisasi perubahan kelembagaan 
Ombudsman sesuai dengan Un-
dang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.

Tabel 5. Rincian Pelaksanaan Kegiatan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat

Jenis Media Penyedia Jasa Waktu Tayang Jumlah Tayang
Surat kabar Kompas

Serambi Indonesia
Tribun Manado

Pos Kupang
Bangka Pos
Tribun Post
Tribun Jabar

Media Indonesia

29, 30 Nov., 4 Des. 
2009

3
3
3
3
3
3
3
3

Radio Trijaya 29 Nov. – 4 Des. 2009 78
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Tabel 6. Kegiatan Sosialisasi Rekrutmen Anggota Ombudsman

Tanggal Tempat Mitra Kerja Narasumber

9 Februari 2009 R. Multimedia 
Fakultas Hukum 
Universitas Gajah 
Mada, Yogyakarta

Pusat Kajian Anti 
Korupsi, Universi-
tas Gajah Mada

1. Antonius Sujata (Ketua 
Ombudsman/Keynote 
Speaker)

2. Teten Masduki (Anggota 
Ombudsman)

3. Mailinda Eka Yuniza, 
S.H.LLM (PuKAT Korupsi 
FH UGM)

4. Iwan Satriawan, 
S.H.M.CL (FH UMY)

5. Enny Nurbaningsih, 
S.H.M.Hum. (FH UGM)

12 Februari 2009 Surabaya, Jawa 
Timur

Komisi Pelayanan 
Publik Provinsi 
Jawa Timur

1. KH. Masdar F. Mas’udi 
(Anggota Ombudsman)

2. Ibnu Tricahyo

3. Prof. Kacung Marijan

16 Februari 2009 Medan, Sumatera 
Utara

Kantor Perwakilan 
Ombudsman 
Wilayah NAD dan 
Sumatera Utara

1. Prof. Solly Lubis (Guru 
Besar FH USU)

2. Dr. Faisal Akbar (Kepala 
Perwakilan Ombudsman 
Wil. NAD dan Sumut)

3. Nurdin Lubis (Inspektorat 
Pemerintah Provinsi 
Sumut)

19 Februari 2009 Banjarmasin, Kali-
mantan Selatan

Fakultas Hukum 
Universitas Lam-
bung Mangkurat, 
Banjarmasin, Kali-
mantan Selatan

1. KH. Masdar F. Mas’udi, 
(Anggota Ombudsman)

2. H. Moh. Eff endi, SH, 
MH (Pakar Hukum Tata 
Negara Unlam)

3. Prof. Dr. Ir. H. Ismet 
Ahmad, MSc. (Mantan 
Sekda Kalsel)
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23 Februari 2009 Denpasar, Bali Fakultas Hukum 
Universitas Uda-
yana, Denpasar, 
Bali

1. Antonius Sujata

2. Prof. Dr. Galang Asmara, 
SH

3. Gede Mahendra Wija 
Atmaja, SH, MH

4. Prof. Dr. Yohanes Usfu-
nan, SH, MH.

26 Februari 2009 Padang, Sumatera 
Barat

Fakultas Hukum 
Universitas 
Andalas, Sumatera 
Barat

1. Dr. Saldi Isra (Dekan FH 
Universitas Andalas)

2. Dr. Zainal Arifi n Mochtar 
(Direktur PuKAT)

3. Teten Masduki (Anggota 
Ombudsman)

4. Charles Simabura 
(Koordinator Badan Anti 
Korupsi Sumbar)

2 Maret 2009 Palembang, 
Sumatera Selatan

Fakultas Hukum 
Universitas 
Sriwijaya, 
Palembang

1. Antonius Sujata (Ketua 
Ombudsman)

2. Dr. AB. Susanto (Pakar 
Manajemen)

3. Prof. Dr. Amzulian Rifai 
(Dekan FH Unsri)

4. Dr. Vivienne 
Thom(Deputy 
Ombudsman 
Commonwealth 
Ombudsman Australia)

5 Maret 2009 Makassar, Sulawesi 
Selatan

Nahdatul Ulama 
Wilayah Sulawesi 
Selatan

1. KH. Masdar F. Mas’udi 
(Anggota Ombudsman)

2. Dr. Kamri Ahmad, SH, M 
(Dosen FH UMI)

3. Dr. Zainal Arifi n Mochtar 
(Direktur PuKAT)

4. Dr. Saldi Isra (Dekan FH 
Universitas Andalas)

5. Dr. Vivienne Thom 
(Deputy Ombudsman 
Commonwealth 
Ombudsman Australia)
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Sosialisasi Rekutmen Anggota Ombudsman yang akan datang di beberapa daerah. Sea-
rah jarum jam dari kiri atas: Yogyakarta, Jawa Timur, Medan, Banjarmasin, 

Makassar, dan Palembang.

Di samping pelaksanaan sosi-
alisasi, kerja sama dengan Ombuds-
man Australia juga dilakukan de-
ngan mengadakan Lokakarya (work-
shop) Model Penanganan Keluhan/
Pengaduan dalam Bidang Pelayanan 
Pertanahan di kantor pertanahan 
berdasarkan hasil penelitian tentang 
penanganan keluhan/pengaduan 
dalam pelayanan pertanahan di be-
berapa kantor perta nahan di pulau 
Jawa. Penelitian tersebut telah di-
laksanakan pada tahun sebelumnya 
dan merupakan hasil kerja sama 
antara Ombudsman Republik In-
donesia, Universitas Gajah Mada, 
dan Ombudsman Australia. Work-

shop tersebut dilaksanakan pada 
tanggal 27 Oktober 2009 bertem-
pat di Hotel Borobudur, Jakarta.

Narasumber dalam lokakarya 
tersebut adalah Prof. Dr. Maria SW 
Soemardjono (Peneliti Universitas 
Gajah Mada), Hj. Erna Mochtar, SH, 
M.Si (Direktur Konfl ik Pertanahan 
BPN), Drs. Muhammad Imanud-
din, M.Si (Asisten Deputi Pela yanan 
Pemerintahan Umum Hukum dan 
Keamanan Kementerian PAN), dan 
Mr. Greg Andrews BA (Hons) M 
Env Loc Gov Law (Deputi Ombuds-
man New South Wales, Australia), 
de ngan moderator Teten Masduki 
(Anggota Ombudsman).
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Kiri: Para narasumber dalam acara Lokakarya Model Penanganan Keluhan/Pengaduan 
dalam Bidang Pelayanan Pertanahan di Hotel Borobudur Jakarta, 27 Oktober 2009. 

Kanan: Focus Group Discussion “Peran Ombudsman dalam Implementasi Undang-Un-
dang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik” di Hotel Borobudur, 29 Oktober 

2009.

Selain itu, sebagai langkah anti-
sipasi mempersiapkan implementasi 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik, Om-
budsman juga telah melaksanakan  
Focus Group Disccussion dengan 
tema “Peran Ombudsman dalam Im-
plementasi Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik”. Acara tersebut diselengga-
rakan pada tanggal 29 Oktober 2009 
bertempat di Hotel Borobudur, dan 
dihadiri oleh beberapa pakar dari 
kalangan perguruan tinggi, lembaga 
pemerintahan, lembaga pengawas 
independen, serta lembaga swadaya 
masyarakat. Hasil yang didapat dari 
acara ini adalah bahan usulan ru-
musan aturan pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten-
tang Pelayanan Publik.

Kerja sama lain yang dilaku-
kan Ombudsman pada tahun 2009 
adalah melakukan kajian imple-
mentasi dari Undang-Undang No-
mor 14 Tahun 2008 tentang Keter-
bukaan Informasi Publik. Bersama 
de ngan Yayasan Sains, Estetika, 
dan Teknologi (SET), Ombudsman 
menyelenggarakan Diskusi Publik 
de ngan tema “Relevansi Peran Om-
budsman dalam Mendorong Keter-
bukaan Informasi Publik” pada tang-
gal 29 Januari 2009 di Hotel Gran 
Alia Cikini, Jakarta. Narasumber 
pada diskusi tersebut adalah Anto-
nius Sujata (Ketua Ombudsman Re-
publik Indonesia) dan Bejo Untung 
(Yayasan SET) dengan moderator 
Winarso, SH (Asisten Ombudsman).
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Kiri: Diskusi Publik “Relevansi Peran Ombudsman dalam Mendorong Keterbukaan Informa-
si Publik” pada tanggal 29 Januari 2009 di Hotel Gran Alia Cikini. Tengah: Studi Perbanding-
an UU ORI dan UU KIP di kantor Ombudsman, 13 Mei 2009. Kanan: Diskusi dan Peluncuran 
Buku Studi “Perbandingan Komisi Informasi dan Ombudsman RI: Upaya Membangun 

Sinergi”, di Jakarta Media Centre, 31 Juli 2009.

Tindak lanjut dari diskusi publik 
tersebut adalah studi perbandingan 
terhadap dua undang-undang yang 
mengatur kedua lembaga yaitu Un-
dang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Pu-
blik dan Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia. Pembahasan 
mengenai ke simpulan sementara 
dilakukan pada acara diskusi yang 

diseleng garakan pada tanggal 13 
Mei 2009 di kantor Ombudsman 
Repu blik Indonesia. Hasil acara dis-
kusi tersebut kemudian disusun 
dalam sebuah buku berjudul “Studi 
Perbandingan Komisi Informasi dan 
Ombudsman RI: Upaya Memba ngun 
Sinergi” dengan Tim Penyusun: Bejo 
Untung (Yaya san SET), Budhi Mas-
thuri (Ombudsman), dan Patnuaji 
Agus Indrarto (Ombudsman).

Gambar sampul buku “Studi Perbandingan Komisi Informasi dan Ombudsman RI: 
Upaya Membangun Sinergi”kerjasama Yayasan SET dengan Ombudsman RI.
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Pengembangan jaringan kelem-
bagaan internasional juga dilak-
sanakan oleh Ombudsman melalui 
partisipasi aktif dalam konferensi 
asosiasi Ombudsman tingkat inter-
nasional seperti International Om-
budsman Institute (IOI) dan Asian 
Ombudsman Association (AOA).

Tujuan utama keikutsertaan 
Ombudsman Republik Indone-
sia dalam konferensi internasional 
adalah:
1. Meningkatkan kerjasama dalam 

lingkup Ombudsman Interna-
sional dengan berbagi pengala-
man terutama dalam hal menja-
lin kerjasama de ngan masyara-
kat dan instansi ter lapor dalam 
memperbaiki kualitas pelayanan 
publik.

2. Melakukan sosialisasi diun-
dangkannya UU Nomor 37 Ta-
hun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia.

3. Memberikan informasi kepada 
Ombudsman Internasional ten-
tang kewenangan Ombudsman 
Republik Indonesia yang telah 
diperkuat dengan Undang-Un-
dang Nomor 25 Tahun 2009 ten-
tang Pelayanan Publik.

Konferensi Ombudsman Inter-
nasional IX, di Swedia. Pada tang-
gal 8-12 Juni 2009, Ombudsman 
Repu blik Indonesia mengha diri kon-
ferensi Internasional Ombudsman 
Institute (IOI) yang diseleng garakan 
di Stockholm, Swedia. Salah satu 
alasan IOI memilih Swedia sebagai 
negara penyelenggara konferensi 
IOI IX karena pada tahun 2009 terse-
but Swedia memperingati 200 tahun 
berdirinya Ombudsman Parlemen-

ter. Delegasi Republik Indonesia di-
wakili oleh:

1. Antonius Sujata (Ketua Om-
budsman)

2. Winarso (Asisten Ombudsman)
3. Elisa Luhulima (Asisten Om-

budsman)
4. AB Susanto (Narasumber 

Manajemen Perencanaan Stra-
tegis pada Ombudsman Repu-
blik Indonesia)

Konferensi ini dihadiri 85 ne gara 
baik yang tergabung di dalam keang-
gotaan International Ombudsman 
 Institute (IOI) dan negara yang ber-
partisipasi sebagai pe   me rhati (obser-
vateur). Konferensi ini tidak hanya 
ditujukan bagi institusi Ombudsman 
saja tapi juga menjadi tempat ber-
kumpulnya wakil-wakil negara yang 
peduli terhadap kualitas pemberian 
pelayanan publik kepada masyara-
kat. Hal ini terlihat dari beragam-
nya latar belakang peserta yang ha-
dir berpartisipasi dalam konferensi, 
seperti pengacara, institusi penga-
wasan yang berada di bawah ins-
pektorat jenderal serta akademisi.  

Turut hadir dalam konferensi IOI 
adalah mantan Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
Kofi  Annan yang memberikan pre-
sentasi yang berjudul The State and 
Individual. Substansi presentasinya 
menekankan bahwa era globalisasi 
diyakini oleh sebagian masyarakat 
internasional sebagai pedang ber-
mata dua. Di satu sisi segala kompo-
nen masyarakat mendapatkan ke-
mudahan dalam melakukan aktivi-
tas dengan majunya perkembangan 
peralatan komunikasi dan teknologi. 

annual-report.corbel.indd   53annual-report.corbel.indd   53 23/06/2010   9:07:5123/06/2010   9:07:51



54

Para pelaku bisnis dapat melakukan 
transaksi keuangan dengan negara 
yang berbeda-beda dalam waktu 
yang hampir bersamaan. Namun 
di satu sisi, tidak dapat dimungkiri 
era globalisasi juga menjadi tanta-
ngan bagi setiap negara dan peme-
rintahan dalam melindungi kepen-
tingan masyakat. 

Perlindungan kebutuhan  mas  -
yarakat dalam era globalisasi tidak 
hanya pada pemenuhan hak dasar 
saja tapi lebih kepada perlindu-
ngan peningkatan kualitas hak-hak 
hidup secara individual. Hak untuk 
mendapatkan kualitas pelayanan 
yang baik juga merupakan bagian 
dari hak asasi manusia. Merupakan 
kewajiban pemerintah dari setiap 

negara untuk menjamin serta 
memberikan pelayanan yang baik 
kepada  masyarakatnya. Dalam hal 
ini institusi Ombudsman memegang 
peranan penting untuk melakukan 
pengawasan serta pencegahan 
terjadinya penyimpangan agar 
pemenuhan pelayanan publik kepada 
masyarakat terpenuhi. Di negara 
maju, atas sepengetahuan peme-
rintah, pihak swasta juga memiliki 
kewenangan untuk   memberikan 
pelayanan pu blik.  Tantangan 
institusi Ombudsman di masa yang 
akan datang adalah bagaimana 
Ombudsman dapat menjalin kerja 
sama dengan pihak swasta yang 
sebagian besar telah berafi liasi 
de ngan dunia internasional agar 
pemberian pela yanan publik kepada 
masyarakat tetap terjamin.   

Dr. AB Susanto (Narasumber Manajemen Perencanaan Strategis Ombudsman), Kofi  Annan 
(Mantan Sekjen PBB), dan Antonius Sujata (Ketua Ombudsman RI) dalam Konferensi Internatio-

nal Ombudsman Institute IX di Swedia, 8-12 Juni 2009.
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Konferensi Asian Ombudsman 
Association XI di Bangkok, Thai-
land. Konferensi Ombudsman di 
Asia yang ke-XI diselenggarakan di 
Bangkok, Thailand pada tanggal 2-5 
November 2009. Delegasi Indonesia 
diwakili oleh:

1. Antonius Sujata (Ketua Om-
budsman)

2. RM. Surachman (Anggota Om-
budsman)

3. Siska Widyawati (Sekretaris)
4. Elisa Luhulima (Asisten Om-

budsman)
5. Budhi Masthuri (Asisten Om-

budsman)

Tema yang diangkat dalam 
konferensi ini adalah Role of the 
Ombudsman in the Process of Public 
Sector Reforms towards Good Go-
vernance. Konferensi dibuka oleh 
Perdana Menteri Thailand, Mr. Ab-
hisit Vejjajiva. Di dalam kata sam-
butannya disebutkan bahwa peran 

Ombudsman akan semakin krusial 
dalam melakukan pengawasan ter-
hadap pemberian pelayanan publik 
oleh Pemerintah dan pihak swasta. 
Saat ini indikasi praktik-praktik ko-
ruptif dalam pemberian pela yanan 
publik cenderung semakin meluas di 
kalangan pejabat publik dan swasta. 
Institusi independen se perti Om-
budsman akan efektif apabila dalam 
melaksanakan tugasnya didukung 
secara optimal oleh seluruh kompo-
nen pemerintahan dalam pengertian 
dukungan secara fi nansial, peme-
nuhan Sumber Daya Manusia serta 
peraturan dan perundang-undangan 
yang menjamin pelaksanaan fungsi 
pengawasan oleh Ombudsman.

Ketua Ombudsman Repu blik In-
donesia mendapat kesempatan un-
tuk menjadi Pembicara Kunci (Key-
note Speech) pada Sesi III dan diberi-
kan kepercayaan untuk memimpin 
diskusi pada Sesi IV yang berjudul 
Safeguarding Human Rights.  

Ketua Ombudsman Republik Indonesia menjadi Keynote Speaker pada Sesi III  Konferensi 
Asian Ombudsman Association (AOA) XI di Bangkok, Thailand, 2-5 November 2009.
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Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Dalam rangka mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi uta-
ma kelembagaan, Ombudsman Re-
publik Indonesia selalu berupaya 
melakukan peningkatan kapasitas 
kelembagaan antara lain: pengem-
bangan manajemen sumber daya 
manusia, peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia, dukungan 
peralatan dan teknologi, dukungan 
infrastruktur gedung Ombudsman 
Republik Indonesia serta pengem-
bangan pengawasan internal  

Pengembangan Manajemen SDM
Sumber daya manusia meru-

pakan aset utama Ombudsman 
Republik Indonesia karena tanpa 
adanya sumber daya manusia yang 
baik maka tugas serta fungsi yang 
diamanatkan kepada Ombudsman 
Republik Indonesia tidak dapat di-
laksanakan. Sepanjang tahun 2009 
peningkatan kemampuan serta 
kapasitas sumber daya manusia 
telah dilakukan sebagai tindak lanjut 
dari Pasal 13 ayat (5) Undang-Un-
dang Ombudsman Republik Indone-
sia Nomor 37 Tahun 2008 mengenai 
Sistem Manajemen Sumber Daya 
Manusia. Ombudsman Republik In-
donesia telah melakukan beberapa 
program kerja antara lain:

1. Menyusun draft Restrukturi-
sasi Organisasi Ombudsman 
Republik Indonesia yang efek-
tif sehingga mampu menjamin 
tercapainya visi, misi serta tu-

Bab V
Program Kerja Ombudsman Republik Indonesia

juan organisasi sebagaimana di-
amanatkan dalam UU Nomor 37 
Tahun 2008 dan UU Nomor 25 
Tahun 2009; 

2. Menyusun draft sistem manaje-
men sumber daya manusia Om-
budsman Republik Indonesia 
yang terintegrasi dan utuh guna 
mendukung struktur organisasi 
baru sehingga dapat bergerak 
untuk mampu mencapai visi, 
misi dan tujuan Ombudsman 
Republik Indonesia. Sistem yang 
terintegrasi yang dimaksud 
adalah Sistem Manajemen Sum-
ber Daya Manusia yang di susun 
merupakan bagian yang tidak 
lepas dengan konteks menca-
pai Visi, Misi dan Tujuan. Sistem 
yang utuh artinya terdiri dari un-
sur-unsur pokok yang berkelan-
jutan dan secara ke seluruhan 
bersifat siklik (diawali dari Pe-
rencanaan dan kembali lagi de-
ngan Perencanaan)

 Adapun draft sistem manaje-
men SDM Ombudsman Repu-
blik Indonesia meliputi:
a. Penentuan Status Kepega-

waian;
b. Pendalaman terhadap Struk-

tur Organisasi dan job sum-
mary

c. Mendefi nisikan tujuan, 
strategi dan kebijakan SDM 
Ombudsman Repu blik In-
donesia

d. Menyusun Kebijakan-Ke-
bijakan dalam Manajemen 
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tahun 2009 adalah seleksi pega-
wai untuk bidang penanganan 
keluhan, mengingat jumlah 
keluhan masyarakat yang di-
sampaikan kepada Ombuds-
man Republik Indonesia sema-
kin hari semakin mengalami 
peningkatan, sehingga perlu 
penambahan jumlah SDM di bi-
dang penanganan keluhan.

Peningkatan Kapasitas SDM
Jenis keluhan pelayanan publik 

yang disampaikan oleh masyarakat 
kepada Ombudsman Republik Indo-
nesia semakin hari semakin bera-
gam dengan volume yang semakin 
meningkat. Keragaman tersebut 
pada akhirnya menuntut pegawai 
Ombudsman Republik Indonesia un-
tuk terus berupaya meningkatkan 
kapasitas agar dapat menjalankan 
tugas dengan sebaik mungkin. Salah 
satu upaya untuk meningkatkan 
kapasitas Sumber Daya Manusia 
adalah dengan melakukan pelatihan 
dan lokakarya baik secara swake-
lola maupun pe ngiriman ke lembaga 
pelatihan.

Jenis-jenis pelatihan dan loka-
karya yang telah dilakukan adalah :

a. Bidang Penanganan Keluhan ter-
diri atas Pelatihan Dasar-Dasar 
Penanganan Keluhan, Pelatihan 
Penanganan Keluhan disesuai-
kan dengan UU Nomor 37 Tahun 
2008, Pelatihan Penanganan Ke-
luhan Dalam Rangka Implemen-
tasi Undang-Undang Pelayanan 
Publik, Pelatihan Penanganan 
Keluhan Tentang Kasus Perpa-
jakan Dan Kasus Kepabenaan, 
Pelatihan Penanganan Keluhan 
Tentang Kasus Kesehatan dan 
Pelatihan Hukum Tanah.

SDM:
  1)  Kebijakan perencanaan 

SDM
  2)  Kebijakan Sistem Re-

krutmen dan Seleksi
  3)  Kebijakan Integrasi
  4)  Kebijakan Program  

Pelatihan dan Pengem-
bangan

  5)  Kebijakan Sistem Pe-
nilaian Kinerja

  6)  Kebijakan Model Kom-
petensi

  7)  Kebijakan jenjang karir
  8)  Kebijakan Sistem Peng-

gajian (remunerasi)
  9)  Kebijakan Sistem Pe-

nempatan Pegawai
10)  Kebijakan Tata Tertib 

Kerja
11)  Kebijakan Sistem Peme-

liharaan Hubungan Kerja
12)  Kebijakan Sistem Pem-

berhentian Kerja.

3. Menyusun Kode Etik Pegawai, 
memuat norma-norma yang 
wajib dipatuhi dan dilaksanakan 
oleh pegawai Ombudsman Re-
publik Indonesia dalam men-
jalankan tugas-tugas kelem-
bagaan maupun menjalani ke-
hidupan pribadi yang me ngacu 
pada nilai-nilai Ombudsman 
Republik Indonesia, yaitu in-
tegritas, tidak memihak dan 
transparansi.

4. Menyusun Standar Profesi Ang-
gota Ombudsman se bagai eti-
ka profesi Ombudsman dalam 
menjalankan tugas dan fungsi-
nya.

5. Rekrutmen dan seleksi pegawai 
yang telah dilakukan sepanjang 
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b. Bidang Keuangan terdiri atas: 
Penyusunan Laporan Keu angan 
dan Neraca Satuan Kerja Peme-
rintah Daerah dan Pusat, serta 
Pelatihan Sertifi kasi Pe ngadaan 
Barang Dan Jasa.

c. Ruang Perkantoran terdiri atas: 
General Aff air Development Pro-
gram, Bahasa Inggris, Microsoft 
Offi  ce, Tata Kelola Audit atas 
 e-Government, Web Design dan 
Network Security, Penyusunan 
Standard Pelayanan & Maklu-
mat Pelayanan, Penyusunan 
Standard Operasonal Procedure 
(SOP). Sedangkan untuk bidang 
Sumber Daya Manusia terdiri 
atas lokakarya Job Analysis & Job 
Description

Komposisi SDM
Saat ini Ombudsman Republik 

Indonesia memiliki pegawai seba-
nyak 65 orang dengan rincian se-
bagai berikut :

NO UNIT ORGANISASI TOTAL

1 Pimpinan 6

2 Penanganan 
Keluhan 

15

3 Sekretariat 26

4 Kantor Perwakilan 
Yoyakarta

5

5 Kantor Perwakilan 
Kupang

6

6 Kantor Perwakilan 
Medan

4

7 Kantor Perwakilan 
Manado

3

TOTAL 65

Dukungan Peralatan dan Teknologi
Penggunaan teknologi informa-

si di Ombudsman Republik Indone-
sia merupakan kebutuhan strategis. 
Saat ini Ombudsman Republik Indo-
nesia memiliki jaringan komputer 
dan infrastruktur yang cukup mem-
beri dukungan serta pengembangan 
jaringan terintegrasi yang bisa diak-
ses di mana saja dalam memberikan 
pelayanan kepada  masyarakat.

Pengembangan jaringan ter-
integrasi dimaksud adalah Modul 
Pengaduan (Case Management). 
Melalui modul pengaduan ini Web-
site Ombudsman Republik Indonesia 
dapat membantu pelapor/masyara-
kat untuk melihat perkembangan 
laporan yang telah mereka sampai-
kan kepada Ombudsman Republik 
Indonesia. Teknologi informasi Om-
budsman Republik Indonesia juga 
terus mengembangkan kebutuhan 
lain yang dibutuhkan seperti trans-
fer data dengan cepat dan aman 
dari kantor perwakilan Ombuds-
man Republik Indonesia di daerah ke 
kantor Pusat Ombudsman Republik 
Indonesia di Jakarta, serta intranet 
yang dapat memberikan informasi 
internal dari kantor pusat ke kantor 
perwakilan serta sebaliknya. 

Untuk membantu pelaksa-
naan tugas dan fungsi Ombudsman 
kegiatan pemanfaatan peralatan 
teknologi informasi, mencakup:

1. Penanganan masalah teknis 
komputer, server (meliputi pe-
rangkat keras dan lunak), serta 
jaringan lokal (local area net-
work) di kantor pusat dan di kan-
tor perwakilan;
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2. Peremajaan dan pengadaan 
komputer kerja, server, printer, 
pemindai (scanner), modem dan 
komputer jinjing (notebook);

3. Keamanan data, dalam hal ini 
melakukan back-up data serta 
antisipasi ancaman melalui in-
ternet (Antivirus, Antispam, dll) 
guna melindungi hilang dan ru-
saknya data/fi le yang telah di-
simpan.

4. Pengembangan aplikasi dan da-
tabase Sistem Manajemen Sum-
ber Daya Manusia dengan ber-
basis open source.

Infrastruktur Gedung Ombudsman 
Republik Indonesia

Seiring dengan meningkatnya 
volume kerja dan jumlah Sumber 
Daya Manusia, Ombudsman Repu-
blik Indonesia perlu memiliki sarana 
dan prasarana yang memadai guna 
mendukung pelaksanaan tugas dan 
fungsinya. Sehubungan hal tersebut 
sejak tanggal 7 Oktober 2009 Om-
budsman Republik Indonesia diijin-
kan meminjam pakai gedung milik 
Sekretariat Negara RI berupa ba-
ngunan gedung G, lantai satu (dasar) 
seluas ± 953 m2 yang terletak di Jalan 
Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat 
untuk dipergunakan sebagai kan-
tor Ombudsman Republik Indonesia 
yang baru selama dua tahun ke de-
pan.

 

Pengembangan Pengawasan In-
ternal

Dalam meningkatkan ki nerja 
dan perbaikan operasional dalam 
capaian tujuan organisasi, Ombuds-
man Republik Indonesia telah me-
nyusun Mekanisme Pe ngawasan 
Internal sebagai langkah strategis 
untuk mengembangkan sistem pe-
ngawasan internal di Ombudsman 
Republik Indonesia.

Laporan  Keuangan Penggunaan  
Anggaran 2009

Anggaran Ombudsman Repu blik 
Indonesia pada tahun 2009 tersedia 
pagu sebesar Rp 15.616.835.000,- 
dan telah terserap sebesar 55,68%. 
Realisasi penye rapan anggaran 
Ombudsman Republik Indonesia 
memang masih tergolong rendah. 
Hal tersebut disebabkan antara lain 
a danya rincian belanja kegiatan yang 
tidak sesuai dengan Bagan Akun 
Standar (BAS) sehingga diperlukan 
revisi yang memakan waktu cukup 
lama; adanya perubahan anggaran 
menyesuaikan kegiatan pendukung 
pelaksanaan Undang-Undang No-
mor 37 Tahun 2008 tentang Om-
budsman Republik Indonesia; ma-
salah kurangnya sumber daya ma-
nusia dalam mengelola keu angan; 
adanya anggaran yang belum dapat 
dicairkan menunggu persetujuan 
pihak luar Ombudsman; serta nilai 
belanja barang dan jasa yang jauh di 
bawah pagu anggaran.
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Penyebab lainnya adalah ken-
dala administrasi dalam koordinasi 
dengan pihak di luar Ombudsman 
terkait dengan anggaran Ombuds-
man pada tahun 2009.

Secara rinci realisasi anggaran 
tahun anggaran 2009 Ombudsman 
adalah sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

 OKTOBER S.D DESEMBER TA 2009
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Rencana Program Tahun 2010
Pemerintah saat ini tengah 

melakukan Reformasi Perencanaan 
dan Penganggaran berdasarkan 
Pasal 12 (1) Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keu angan 
Negara:

“APBN disusun sesuai de ngan 
kebutuhan penyelenggaraan peme-
rintahan negara dan kemampuan 
dalam menghimpun pendapatan 
negara”

Reformasi dilakukan melalui 
penerapan Anggaran Berbasis Ki-
nerja (Performance Based Budget-
ting)  yaitu disusun dengan mem-
perhatikan keterkaitan antara pen-
danaan (input), dan hasil yang di-
harapkan (outcomes), dengan tujuan 
untuk dapat memberikan informasi 
tentang efektifi tas dan efi siensi ke-
giatan. 

Prinsip utama dalam Pengang-
garan Berbasis Kinerja adalah :

1. Alokasi anggaran berorientasi 
pada kinerja (output and out-
come oriented) 

 Alokasi anggaran yang men-
dukung pelaksanaan program 
dan kegiatan digunakan untuk 
memperoleh manfaat yang 
sebesar-besarnya dengan 
menggunakan sumber daya 
yang efi sien.

2. Alokasi anggaran berbasis pada 
struktur (function followed by 
structure)

 Pengalokasian anggaran un-
tuk mendanai suatu kegiatan 
didasarkan pada tugas dan 
fungsi unit kerja sesuai struktur 
(ditetapkan dalam pe raturan 
perundangan yang berlaku). Hal 
ini berimplikasi pada efi siensi 
alokasi anggaran serta pen-
capaian output dan outcomes 
dapat dilakukan secara optimal 
karena kegiatan yang diusulkan 
merupakan pelaksanaan dari tu-
gas dan fungsi organisasi.

Pelaksanaan anggaran berba-
sis kinerja akan dilaksanakan secara 
menyeluruh pada Tahun Ang garan 
2011 dengan memperhatikan pelak-
sanaan program  kegiatan TA-2009 
serta memperkirakan target ca paian 
pada TA-2010. De ngan kata lain 
pelaksanaan kegiatan pada TA-2010 
menjadi dasar penyusunan kegiatan 
dan anggaran TA-2011. 

Ombudsman Republik Indone-
sia menetapkan prioritas program 
kerja sebagai berikut:

1. Pengembangan Kapasitas Lem-
baga Ombudsman Repu blik In-
donesia
1.a. Pelaksanaan Keputusan 

Presiden (Keppres) No. 28 
Tahun 2009 tentang Pem-
bentukan Panitia Seleksi 
Anggota Ombudsman Re-
publik Indonesia.

Bab VI
Penutup
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1.b. Penyempurnaan Ranca-
ngan Peraturan Pemerin-
tah (RPP) tentang    Sistem 
Manajemen Sumber Daya 
Manusia Rancangan 

1.c. Penyempurnaan Peraturan 
Sekretaris Jenderal Om-
budsman Republik Indone-
sia tentang Tugas, Fungsi, 
Susunan Orga nisasi dan 
Tata Kerja Sa tuan Orga-
nisasi Sekreta riat Jenderal 
di lingkungan Ombudsman 
Republik Indonesia.

1.d. Pembentukan Kantor Per-
wakilan di Daerah (Kali-
mantan Selatan dan Ja-
yapura)

2.  Pengawasan pelayanan publik 
dengan fokus pada penyeleng-
garaan    pelayanan yang dilaku-
kan oleh Rumah Tahanan dan 
Lembaga Pemasyarakatan.

3.  Pengembangan kelembagaan 
Ombudsman Republik Indone-
sia:
3.a. Tindak lanjut kerja sama 

dengan Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK)  dan    
Anti-Corruption and Civil 
Rights Commission of Ko-
rea (ACRC) 

3.b. Sosialisasi di daerah terkait 
Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pela-
yanan Publik.

Adapun indikator keberhasilan 
yang telah ditetapkan untuk men-
dukung keberhasilan pencapaian sa-
saran program Ombudsman Repu-
blik Indonesia adalah:
1. Jumlah laporan yang ditindak-

lanjuti 
2. Jumlah tanggapan dari ter lapor 
3. Jumlah rekomendasi yang dilak-

sanakan oleh instansi ter lapor.

Tantangan
Tantangan yang dihadapi oleh 

Ombudsman Republik Indonesia 
pada periode tahun mendatang 
adalah kenyataan bahwa apa ratur 
Pemerintah kurang memahami 
pentingnya pengawasan pelayanan 
publik oleh Ombudsman Republik 
Indonesia. Hal yang kurang dipa-
hami adalah bahwa Ombudsman 
Republik merupakan mitra kerja 
Pemerintah dalam memperbaiki ser-
ta meningkatkan pelayanan publik. 

Dalam melaksanakan tugasnya 
Ombudsman Republik Indonesia 
memegang teguh asas-asas univer-
salitas yang diterjemahkan melalui 
penyusunan struktur organisasi ser-
ta sistem manajemen sumber daya 
manusia di lingkungan orga nisasi 
Ombudsman Republik Indonesia, 
yaitu:

1. Independen
 Dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya Ombudsman Repu-
blik Indonesia tidak terikat pada 
lembaga lain baik secara struk-
tural ataupun fungsional. 
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2. Tidak memihak
 Saran atau rekomendasi yang 

diberikan oleh Ombudsman 
Republik Indonesia didasarkan 
pada data serta informasi aku-

rat yang disampaikan baik oleh 
masyarakat dalam hal ini Pe-
lapor dan terlapor instansi yang 
dikeluhkan masyarakat.

3. Akuntabilitas
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
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DATA STATISTIK PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT 
TAHUN 2009
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Tabel Jumlah Penerimaan Laporan 
Berdasarkan Klasifi kasi Pelapor

KLASIFIKASI PELAPOR JUMLAH %

Perorangan/Korban Langsung 772 62,41%

Kuasa Hukum 157 12,69%

Kelompok Masyarakat 95 7,68%

Lembaga Swadaya Masyarakat 89 7,19%

Keluarga Korban 63 5,09%

Media 41 3,31%

Badan Hukum 7 0,57%

Lembaga Bantuan Hukum 7 0,57%

Organisasi Profesi 3 0,24%

Instansi Pemerintah 3 0,24%

TOTAL 1237 100,00%

Tabel Jumlah Penerimaan Laporan 
Berdasarkan Cara Penerimaan Laporan

CARA PENERIMAAN Jumlah %

Surat 698 56,43%

Datang 461 37,27%

Telepon 6 0,49%

Fax 25 2,02%

Internet 4 0,32%

Media 43 3,48%

TOTAL 1237 100,00%

DIAGRAM PERSENTASE PENERIMAAN LAPORAN 
BERDASARKAN KLASIFIKASI PELAPOR
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Tabel Jumlah Laporan 
Berdasarkan Klasifi kasi Asal Daerah Pelapor

KLASIFIKASI 
PROPINSI

JUMLAH  KLASIFIKASI 
PROPINSI

JUMLAH

TOTAL % TOTAL %

Nanggroe Aceh 
Darussalam

0 0,00%
Nusa Tenggara 
Barat

3 0,24%

Sumatera Utara 139 11,24%
Nusa Tenggara 
Timur

122 9,86%

Sumatera Barat 9 0,73% Kalimantan Barat 8 0,65%

Riau 12 0,97% Kalimantan Timur 9 0,73%

Kepulauan Riau 5 0,40%
Kalimantan 
Tengah

6 0,49%

Jambi 6 0,49%
Kalimantan 
Selatan

13 1,05%

Sumatera Selatan 20 1,62% Sulawesi Utara 19 1,54%

Bengkulu 9 0,73% Gorontalo 0 0,00%

Lampung 12 0,97% Sulawesi Barat 7 0,57%

Bangka Belitung 5 0,40% Sulawesi Tengah 4 0,32%

DKI Jakarta 295 23,85% Sulawesi Tenggara 3 0,24%

Banten 41 3,31% Sulawesi Selatan 22 1,78%

Jawa Barat 154 12,45% Maluku 3 0,24%

Jawa Tengah 100 8,08% Maluku Utara 0 0,00%

DI Yogyakarta 65 5,25% Papua 3 0,24%

Jawa Timur 135 10,91% Papua Barat 0 0,00%

Bali 8 0,65% Lain-lain 0 0,00%

   TOTAL 1237 100,00%

DIAGRAM PRESENTASE LAPORAN
BERDASARKAN CARA PENERIMAAN

annual-report.corbel.indd   75annual-report.corbel.indd   75 23/06/2010   9:08:0223/06/2010   9:08:02



76

Tabel Jumlah Laporan
Berdasarkan Klasifi kasi Instansi Terlapor

Instansi Terlapor Jumlah %

Pemerintah Daerah 302 24,41%

Kepolisian 288 23,28%

Lembaga Pengadilan 146 11,80%

Badan Pertanahan Nasional 120 9,70%

Instansi Pemerintah (Departemen dan 
Kementerian)

118 9,54%

BUMN/BUMD 73 5,90%

Kejaksaan 68 5,50%

Lain-lain 55 4,45%

TNI 22 1,78%

Perbankan 15 1,21%

Lembaga Pemerintah Non Departemen 14 1,13%

Komisi Negara 8 0,65%

DPR 3 0,24%

Perguruan Tinggi Negeri 3 0,24%

Badan Pemeriksa Keuangan 2 0,16%

TOTAL 1237 100,00%

DIAGRAM LAPORAN MASYARAKAT
BERDASARKAN ASAL DAERAH PELAPOR
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Tabel Rincian Jumlah Laporan Masyarakat 
Berdasarkan Instansi Terlapor

Instansi Terlapor Jumlah %

   

LEMBAGA PERADILAN 146 11,80%

Mahkamah Agung 47 3,80%

Pengadilan Tinggi 8 0,65%

Pengadilan Negeri 89 7,19%

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 1 0,08%

Pengadilan Tata Usaha Negara 0 0,00%

Pengadilan Agama 1 0,08%

   

KEJAKSAAN 68 5,50%

Kejaksaan Agung 6 0,49%

Kejaksaan Tinggi 12 0,97%

Kejaksaan Negeri 50 4,04%

   

KEPOLISIAN 288 23,28%

Markas Besar Kepolisian RI 9 0,73%

DIAGRAM JUMLAH LAPORAN MASYARAKAT
BERDASARKAN KLASIFIKASI TERLAPOR
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Kepolisian Daerah 69 5,58%

Kepolisian Wilayah Kota Besar 22 1,78%

Kepolisian Wilayah 4 0,32%

Kepolisian Kota Besar 1 0,08%

Kepolisian Resort Kota 28 2,26%

Kepolisian Resort 98 7,92%

Kepolisian Sektor 57 4,61%

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 0 0,00%

   

BADAN PERTANAHAN NASIONAL 120 9,70%

Badan Pertanahan Nasional 38 3,07%

Kantor Wilayah Pertanahan 21 1,70%

Kantor Pertanahan 61 4,93%

   

PEMERINTAH DAERAH 302 24,41%

Pemerintah Propinsi 40 3,23%

Pemerintah Kabupaten/Kotamadya 210 16,98%

Kecamatan 18 1,46%

Kelurahan 34 2,75%

   

INSTANSI PEMERINTAH (KEMENTERIAN & 
DEPARTEMEN)

118 9,54%

Departemen Agama 7 0,57%

Departemen Dalam Negeri 2 0,16%

Departemen Energi & Sumber Daya Mineral 2 0,16%

Departemen Luar Negeri 2 0,16%

Departemen Hukum & HAM 12 0,97%

Departemen Kehutanan 6 0,49%

Departemen Kesehatan 10 0,81%

Departemen Keuangan 34 2,75%

Departemen Kelautan & Perikanan 0 0,00%

Departemen Kebudayaan & Pariwisata 0 0,00%

Departemen Komunikasi & Informatika 0 0,00%

Departemen Pekerjaan Umum 4 0,32%

Departemen Perhubungan 4 0,32%

Departemen Pendidikan Nasional 14 1,13%

Departemen Perdagangan 2 0,16%

Departemen Pertanian 1 0,08%
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Departemen Pertahanan 2 0,16%

Departemen Perindustrian 0 0,00%

Departemen Sosial 1 0,08%

Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi 7 0,57%

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara 2 0,16%

Kementerian Negara Koperasi & KUKM 2 0,16%

Kementerian Negara Lingkungan Hidup 0 0,00%

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 1 0,08%

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan 
Nasional/BAPPENAS

0 0,00%

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 0 0,00%

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal 0 0,00%

Kementerian Negara Pemuda & Olahraga 0 0,00%

Kementerian Negara Perumahan Rakyat 0 0,00%

Kementerian Negara Riset & Teknologi 0 0,00%

Sekretariat Negara 3 0,24%

Sekretariat Kabinet 0 0,00%

   

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN 14 1,13%

Arsip Nasional RI 0 0,00%

Badan Akuntansi Keuangan Negara 0 0,00%

Badan Intelijen Negara 0 0,00%

Badan Kepegawaian Negara 10 0,81%

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 1 0,08%

Badan Koordinasi Penanaman Modal 0 0,00%

Badan Koordinasi Survei & Pemetaan Nasional 0 zZ0,00%

Badan Meteorologi & Geofi sika 0 0,00%

Badan Pengawasan Obat & Makanan 0 0,00%

Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi 1 0,08%

Badan Pengawas Tenaga Nuklir 0 0,00%

Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan 1 0,08%

Badan Pengembangan Kebudayaan & Pariwisata 0 0,00%

Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi 0 0,00%

Badan Pusat Statistik 0 0,00%

Badan Standarisasi Nasional 0 0,00%

Badan Tenaga Nuklir Nasional 0 0,00%

Badan Urusan Logistik 0 0,00%

annual-report.corbel.indd   79annual-report.corbel.indd   79 23/06/2010   9:08:0623/06/2010   9:08:06



80

Lembaga Administrasi Negara 0 0,00%

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1 0,08%

Lembaga Informasi Nasional 0 0,00%

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 0 0,00%

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 0 0,00%

   

PERBANKAN 15 1,21%

Bank Indonesia 3 0,24%

Bank BUMN 12 0,97%

BPPN 0 0,00%

   

TNI 22 1,78%

Markas Besar TNI (AD/AU/AL) 14 1,13%

Komando Daerah Militer 7 0,57%

Komando Distrik Militer 0 0,00%

Komando Resort Militer 0 0,00%

Komando Rayon Militer 1 0,08%

Mahkamah Militer 0 0,00%

   

DPR 3 0,24%

DPR 1 0,08%

DPRD Tingkat I 0 0,00%

DPRD Tingkat II 2 0,16%

   

Badan Pemeriksa Keuangan 2 0,16%

   

Komisi Negara 8 0,65%

   

Perguruan Tinggi Negeri 3 0,24%

   

BUMN/BUMD 73 5,90%

   

Lain-lain 55 4,45%

   

TOTAL 1237 100,00%
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Tabel Jumlah Laporan 
Berdasarkan Klasifi kasi Daerah Instansi Terlapor

KLASIFIKASI 
PROPINSI

JUMLAH  KLASIFIKASI 
PROPINSI

JUMLAH

TOTAL % TOTAL %

Nanggroe Aceh 
Darussalam

3 0,24%
Nusa Tenggara 
Barat

5 0,40%

Sumatera Utara 129 10,43%
Nusa Tenggara 
Timur

126 10,19%

Sumatera Barat 11 0,89% Kalimantan Barat 8 0,65%

Riau 10 0,81% Kalimantan Timur 6 0,49%

Kepulauan Riau 5 0,40%
Kalimantan 
Tengah

8 0,65%

Jambi 4 0,32%
Kalimantan 
Selatan

13 1,05%

Sumatera Selatan 20 1,62% Sulawesi Utara 20 1,62%

Bengkulu 8 0,65% Gorontalo 0 0,00%

Lampung 10 0,81% Sulawesi Barat 6 0,49%

Bangka Belitung 5 0,40% Sulawesi Tengah 1 0,08%

DKI Jakarta 407 32,90%
Sulawesi 
Tenggara

3 0,24%

Banten 29 2,34% Sulawesi Selatan 24 1,94%

Jawa Barat 112 9,05% Maluku 3 0,24%

Jawa Tengah 85 6,87% Maluku Utara 1 0,08%

DI Yogyakarta 50 4,04% Papua 7 0,57%

Jawa Timur 111 8,97% Papua Barat 0 0,00%

Bali 7 0,57% Lain-lain 0 0,00%

   TOTAL 1237 100,00%
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Tabel Jumlah Laporan 
Berdasarkan Klasifi kasi Substansi Maladministrasi

SUBSTANSI JUMLAH %

Penundaan Berlarut 593 47,94%

Penyalahgunaan Wewenang 264 21,34%

Berpihak 106 8,57%

Penyimpangan Prosedur 86 6,95%

Tidak Kompeten 70 5,66%

Permintaan Uang, Barang & Jasa 56 4,53%

Tidak Memberikan Pelayanan 41 3,31%

Tidak Patut 21 1,70%

Diskriminasi 0 0,00%

Konfl ik Kepentingan 0 0,00%

TOTAL 1237 100,00%

DIAGRAM JUMLAH LAPORAN BERDASARKAN 
KLASIFIKASI DAERAH TERLAPOR
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Tabel Jumlah Tindak Lanjut 
Terhadap Laporan Masyarakat

TINDAK LANJUT Jumlah %

Klarifi kasi 684 55,30%

Rekomendasi 18 1,46%

Tindak Lanjut 48 3,88%

Bukan Wewenang 157 12,69%

Melengkapi Data 78 6,31%

Pemberitahuan 136 10,99%

Lain-lain 8 0,65%

Masih Dalam Proses 108 8,73%

TOTAL 1237 100,00%

Tabel Tanggapan Terlapor
Atas Tindak Lanjut Ombudsman

KLASIFIKASI TANGGAPAN Jumlah %

Melakukan Penelitian 1 0,19%

Menindaklanjuti Laporan 23 4,41%

Penjelasan 492 94,43%

Respon Instansi Terkait 1 0,19%

Selesai Menurut Pelapor 4 0,77%

TOTAL 521 100,00%

DIAGRAM JUMLAH MASYARAKAT BERDASARKAN LAPORAN
KLASIFIKASI SUBSTANSI MALADMINISTRASI
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UCAPAN TERIMA KASIH
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